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PUTUSAN
Nomor 75 PIHUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil
terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu
Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
/Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187), pada tingkat pertama

/
< Wi 1 i
-”/ ‘%dar;\te khir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

5?”-;"/ ‘ler_f.\ NOVA IRIANSYAH, M.T selaku PIt. GUBERNUR ACEH,

lke arganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T, Nyak Arief No.
\2,3 Banda Aceh;
/Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. M. Jafar, SH.,M.Hum., dan

kawan-kawan, kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang
berprofesi 1 sampai dengan 4 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Biro Hukum Setda Aceh, 5 sampai dengan 12 sebagai Advokat,
beralamat di Jalan T Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor; 19/KUASA/2019 tanggal 16 September
2019;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

| melawan:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat
kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;
Selanjutnya memberi kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H., M.Hum dan
kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, semuanya
Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, berdasarkan Suréf Kuasa Khusus Nomor 13 Ks/
06/MEM/2019, Tanggal 10 Oktober 2019;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
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Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Agung pada Tanggal 27 September 2019 dan diregister dengan Nomor
75 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil
terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu
Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187), dengan dalil-dalil

\/'3/’ undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
,.‘44:/ sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Agung rhempunyai '
berwenang mengadili dan menguji pada tingkét pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undahg. Hal ini
kemudian didikuti oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
di mana Pasal 31 juga menegaskan bahwa “Mahkamah Agung
mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan
dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan Maﬁkamah
‘Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan
perundang—undangah' yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku”. Begitu pula dalam Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada

Pasal 20 Ayat (2) huruf b juga menegaskan hal yang sama yakni

Halaman 2 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019



“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan
Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-
undang”.

2. Bahwa untuk menjalankan kewenangan menguji peraturan
perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang, Mahkamah Agung Republik [ndonesia felah menentukan
hukum acara pengujian materiil yakni Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil,

selanjutnya disebut Perma, di mana Pasal 1 ayat (1) Perma tersebut

_,,(’—..- -
.....

/mﬂx;\’tglah menentukan definisi dari Hak Uji Materil Mahkamah Agung
/,{:"*// R?C-:fbubllk Indonesia yaitu sebagai “Hak Mahkamah Agung untuk
[
if?{ rﬁen!lax materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah

d 12

nc}ang -undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat
‘blh tlngg| Dengan kata lain, norma yang dapat dijadikan objek

bersifat mengikat khalayak banyak (umum) dan tidak mengatur hal
yang konkrit (bersifat abstrak) yang kedudukannya berada dibawah
peraturan perindang-undangan berbentuk undang-undang yang
dibentuk Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR RI), untuk kemudian
diuji dengan batu uji Undang-undang yang mendasari
pembentukannyé ataupun undahg’-unda_ng lain yang relevan.

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:
“ienis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan'Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/WWalikota, Kepala

e
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Desa atau yang setingkat’. Jika merujuk hal tersebut, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal, selanjutnya disebut Permen ESDM memen'uhi syarat sebagai
objek pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-
undang.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangat berdasar dan
beralasan hukum apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
= \\ memeriksa dan mengadili permohonan a quo sebagaimana peraturan

perundang-undangan. _

I. \‘k:K DUDUKAN HUKUM PEMOHON -~ (LEGAL STANDING),

/ NRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PENGUJIAN DAN KERUGIAN

> ,PEMOHON :

A 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang_ Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Pasal 31A Ayat (2) menyatakan "permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang
menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-

undangan dibawah _wl.'lgndang-undang, yaitu : (a) Perorangan Warga

i Negara Indonesia; (B) Kesatuan Masyarakat Hukum adat sepanjang

‘ masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
(c) Badan- Hukum Publik atau Badan Hukum Privat”.

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Hak Uji Materil Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan “permohonan keberatan

o
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adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya

1

suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan
dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi

PR Rt
izl bl
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yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”, Ayat
(4) menyebutkan “pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat
atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada
Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-
undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.
3. Bahwa Pemohon adalah Gubernur Aceh (Kepala.Pemerintah Aceh)
sebagai Badan Hukum Publik yang dibentuk sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang
selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, diundangkan dan efektif berlaku sejak 01 Agustus 2006. Pasal
\1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
mgnegaskan bahwa : “Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya

\C,‘

‘dts\ebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan

Kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana yang dimaksud di atas

?"dlatur dalam

- Pasal 7 Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 156, dan Pasal
165 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

- Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

- Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2008 Tentang Tata Cara Konsultasi Dan Pemberian Pertimbéngan
Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan:
Undang-Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan
Langsung Dengan Pemerintahan Aceh.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur

selaku Kepala Pemerintah Aceh memiliki kompetensi mengajukan

Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan. Hal ini

seterusnya juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh yakni: “Pemerintah Aceh adalah

pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah
daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai
dengan fungsi dan kéwenangan masing-masing”;
5. Bahwa agar Mahkamah memperoleh pemahaman yang utuh atas
alasan permohonan yang Pemohon ajukan, terlebih dahulu kami
menguraikan kronologis sebelum dan sesudah terbitnya Permen
ESDM, sebagai berikut :
1) Tanggal 1 Agustus 2006
Terbitnya Undang- Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun

"JKewenangan Pemerintah Yang Bersnfat Nasional di Aceh.

N e 3)/ Tanggal 12 Agustus 2015

Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepada Kepala-Bgdan Koordinasi Penanaman Modal.

6. Bahwa berdasarkan l;fonologis di atas, terbitnya’Pvermen ESDM, telah
mengakibatkan hilangnya kewenangan khusus dan menimbulkan
ketidakpastian hukum pelaksanaanya bagi Pemerintah Aceh, yang
secara atributif diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 165 ayat (2) dan (3)
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Padahal, dalam
konteks konstitusional secara atributif Pasal 18B ayat (1) dan Pésal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD Rl 1945 menyatakan:

- Pasal 18B Ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat

istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
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- Pasal 28D Ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Sehingga, Pemerintah Aceh dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana
Tugas Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh mempunyai
kedudukan dan kapasitas hukum (legal standing) mengajukan
permohonan uji materi sesuai norma mandatori yang diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan.

=/
b

“Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral
..,,x-”'dan batubara termasuk perpanjangannya yang di delegasikan
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.
b.

Izin usaha Periambangan Eksplorasi, _
lzin  Usaha Pertambangan  Operasi  produksi  dan

perpanjangannya,

c. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian,
d. 1zin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk

v,
L

pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya,

_lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya,

f. 1zin sementara untuk melakukan pengangkutan dan pernjualan,
g.
h. Izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, dan,

1zin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan,

Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya.

- Ayat (2):
dalam rangka pendelegasian pemberian perizinan di bidang
pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e kewenangan yang di

Halaman 7 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019
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delegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

termasuk pemberian persetujuan terhadap:

b. Perubahan status dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam
Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing; dan

c. Perubahan status dari perusahaan Penenaman Modal asing
menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

- Ayat (3):
Dalam rangka pendelegasian pemberian perizinan di bidang

¢§\ pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud ayat

22
77wl
/{4 ?”/ jf fﬂ) huruf d kewenangan yang di delegasikan kepada Kapala Badan
'f/‘:{/ : ‘K jordinasi Penanaman Modal termasuk persetujuan perubahan
s

) uz;r/} Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan

n penjualan terkait:

é Penyesuaian kerjasama,
b. Penambahan kerjasama,
c. Peningkatan jumlah kapasitas; dan/atau,
d. Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan OperaSI Produksi
khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
2. Bahwa dalam Pasal 3 Permen ESDM berbunyi :
- Ayat (1):
Dalam rangka pemberian perizinan di bidang pertambangan
mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Menteri  Energi Mdan' Sumber Daya Mineral menunjuk

pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara dengan status penugasan sebagai perwakilan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk di tempatkan
di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Ayat (2):
Penunjukan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1
ditetapkan dengan Keputusan Menteri

- Ayat (3):

Halaman 8 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019
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Pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dalam
proses pembéﬁan perizinan dibidang pertambangan mineral
dan batubara; dan

b. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan’

Batubara sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Ayat (5):
Pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima hionorarium
dan/atau pendapat lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

3. Bahwa dalam Pasal 7 Permen ESDM berbunyi :

Menteri Energi dan. Sumberdaya Mineral dapat menarik kembali

pendelegasian wewenang pémberian perizinan pertambangan mineral

dan batubara sebagaimana dimaksud Pasal 2, apabila:

a. Sebagian atau seluruh wewenang yang telah di delegasikan tidak
dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan
Menteri Enérgi dan Sumber Daya Mineral. A

b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk
di tarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang di
delegasikan; dan/ atau

c. Kepala Badan ”P‘(oordinasi Penanaman Modal tidak dapat
melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang telah di

delegasikan.
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4. Bahwa kewenangan yang di delegasikan oleh Menteri ESDM kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen
ESDM sebagaimana tersebut di atas, seharusnya untuk wilayah

~ provinsi Aceh, menjadi kéwenangan Pemerintah Aceh sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2),
===, Pasal 156 dan 165 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

[
’;/E{/ ‘Pﬁ al 7 Ayat (1) berbunyi :

“q 3 .'Pemermtahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan
Iy

- Pasal 8 ayat (3) berbunyi :
Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan
Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan
dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) berbunyi :
Yang dimaksud dengan kebijakan administratif dalam ketentuan ini
adalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh,
misalnya, hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini seperti
pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan
pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan daerah Aceh.
- Pasal 42 Ayat (2) :
Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah
yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan
.Undang-Undang ini...
- Pasal 156 berbunyi :
Ayat (1):
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Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber
daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai
dengan kewenangannya.

Ayat (2): _
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan
usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

: \gra panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, penkanan dan
: gelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
e transparansn dan pembangunan berkelanjutan.

Ayat (4): .

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat:

a) membentuk badan usaha milik daerah; dan

b) melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (5):

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat' (3)

dapat dilakukan oleh Badan Usaha MilikANegara, Badan Usaha Milik

Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun

asing.

Ayat (6):

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada aygt (4) dan

ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang

ditetapkan Pemerintah.

- Pasal 165 berbunyi :

Ayat (1):

Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi

secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Halaman 11 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019

ML D B P



| Ayat (2):
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan
izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal
dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan
memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara
nasional. '

///,_m:\ Ayat 3):

/{v, ~ \\ merintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur
,,..,‘.)Lén/% berlaku nasional berhak memberikan:

- ,/ izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
= Ny /f
\‘\\.;\\\ B izin konversi kawasan hutan;
; c) izin penangkapah ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis

ety R T e 22 A e g7 e
e T ST LEL

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

RN Rty

untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah
provinsi untuk daerah kabupaten/kota;

ety i e ke

R R T

d) izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan

i B e T

’ ukuran;

j e) izin penggunaan air permukaan dan air laut;

tj) f) Aizin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan
”' hutan; dan

:.f g) izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.

ﬁg Ayat (4):

S

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

B
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harus mengacu pada prinsip-prisip pelayanan publik yang cepat,

tepat, murah, dan prosedur yéng sederhana.

Ayat (5).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan ganun.
5. Bahwa selain bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang

et bel b b

‘ _ Pemerintahan Aceh, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Permen ESDM

G

Halaman 12 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019

: ‘;z i

E‘.—: -7

b
1
1}
ek
;1
i




i,
¥
%ﬁ
Lo
H
43
;

tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf ¢, Pasal 4
huruf cc, Pacal 9 huruf b, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat
Nasional di Aceh.

- Pasal 2 huruf ¢ berbunyi :
Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan di Aceh yang meliputi:

Sebagaimana Lampiran CC. Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral, Sub Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah
angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, berbunyi:
Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara,
dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) serta mempunyai
wilayah kerja lintas Provinsi. |

Berdasarkan uraian Lampiran CC tersebut di atas, yang menjadi
Kewenangan Pemerintah dalam hal izin badan usahé jasa, tidak
termasuk izin eksplorasi dan eksploitasi dan wilayah kerjanya lintas
propinsi, sehingga terhadap pendelegasian wewenang lzin Usaha

Pertambangan untuk wilayah Propinsi Aceh sepenuhnya menjadi

P
%
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kewenangan Pemerintah Aceh (Pemohon).

- Pasal 9 hurufb:
Penetapan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan oleh menferi/kepala lembaga
pemerintah non kementerian melalui: konsultasi dan pertimbangan
Gubernur serta memperhatikan kekhususan dan keistimewaan

Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

£1) Kewenangan Pemerintah di Aceh yang belum diatur dalam

¢ it Peraturan Pemerintah ini dan mempunyai eksternalitas

~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkonsultasi dan mendapat
pertimbangan Gubernur.

. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen ESDM juga

bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Konsultasi Dan Pemberian
Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana
Pembentukan Undang-Undang, Dan Kebijakan Administratif ‘Yang
Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh.
- Pasal 7 berbunyi :
Ayat (1):
Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan
Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan
dengan konsultasi-dan pertimbangan Gubernur.
Ayat (2): '

Dalam pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Departemen/Lembaga'

Pemerintah Non Departemen pemrakarsa menyampaikan ide atau
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gagasan dan rancangan kebijakan administratif kepada Gubernur

disertai dokumen pendukung.
Ayat (3):
Raricangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan dengan surat Pimpinan Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen pemrakarsa kepada Gubernur.
Ayat (4):
\Fenenmaan rancangan kebijakan administratif sebagaimana
\\fd\}paksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang

'dlt\%mdatangam oleh kedua belah pihak.

\A),/at (5):

//Rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijelaskan oleh tim penyusun yang mewakili Pimpinan
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa
kepada Gubernur atas inisiatif Departemen/Lembéga Pemerintah
Non Departemen atau atas permintaan Gubernur.

Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen ESDM selain
bertentangan secara materiil (substansi) dengan Pasal 7 Ayat (1),
Pasal 156 dan Pasal 165 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh, serta Pasal 2 huruf ¢, Pasal 4 huruf cc dan Lampiran huruf cC
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Bidang Mineral, Batu
Bara, Panas Bumi dan Air Tanah, angka 9 Peraturan Pemerintah No.
3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat
Nasional Di Aceh, juga bertentangan secara formil, terhadap prosedur
penetapan Permen ESDM tersebut dengan Pasal 8 Ayat (3) dan
Pasal 42 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,
serta Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh.

Bahwa dapat dipastikan kewenangan pemberian izin di ‘bidang
pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tersebut dalam
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen ESDM di atas, untuk wilayah

Provinsi Aceh, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh
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yang secara atributif diberikan langsung oleh Undang-undang (UU No.
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh). Oleh karena itu, sesuai
uraian hukum tersebut di atas, wajar bila Pemohon mengajukan uji
materiil terhadap objek pengujian ini sehingga terhindar dari konflik
regulasi dan ketidakpastian hukum.

9. Bahwa akibat pendelegasian wewenang kepada BKPM, menerbitkan -
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

—— 66/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Peningkatan

/»\fjf‘ Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
ambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka

, Peganaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT. Emas

Mjfleral Murni, tanggal 19 Desember 2017, pada Diktum :

KESATU, hurufa:

Memberikan Persetujuan Penyesuaian dan peningkatan tahap izin

usaha pertambangan eksplorasi menjadi lzin  Usaha
Pertambangan _ggerasi produksi Mineral Logam dalam rangka
Penanaman Mbd;i Asing untuk komunitas Emas kepada PT.
Emas Mineral Murni

- KEDUA:
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu d.i_berivkan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun sejak ditetapkan KeputU'san Kepala ini

- KETIGA:
PT. Emas Mineral Murni sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu selama jangka waktu berlakunya |UP Operasi Produksi
sébagaimana dimaksud dalam Diktum kedua berhak untuk'
melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan
dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

- KEEMPAT :......... dst
- KELIMA: ............ dst
- KEENAM: ... dst
- KETUJUH:........ dst

Halaman 16 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019
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- KEDELAPAN : ........ dst
Bahwa akibat keluarnya keputusan tersebut telah menimbulkan
kerugian bagi Pemerintah Aceh dikarenakan adanya kewenangan
kekhususan yang telah diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Ayat (1), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 156 dan 165
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 9
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

T

P TN
/%\»,}, . ,\\Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dan
oy
’/fzf,// déasal 7 Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 75 Tahun

[T

.....

/Undang -Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan
Langsung Dengan Pemerintahan Aceh, sehingga telah
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanéan
kewenangan Pemerintah Aceh (Pemohon)
IV. ARGUMENTASI YURIDIS

1. Bahwa UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

merupakan produk hukum yang lahir pasca kesepakatan perdamaian '

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) yang mengatur tata kelola pemerintahan secara
khusus dan berbeda dengan daerah lainnya. Penegasan ini termuat
dalam Pembukaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh konsiderans menimbang huruf e yang berbunyi: “bahwa
bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang terjadi di Aceh telah
menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk
membangun kembali masyarakat -dan wilayah Aceh serta
menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan
bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Paragraf ke-sembilan Penjelasan UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh disebutkan: “Nota Kesepahaman
(Memorandum of L{ngerstanding) antara Pemeriatah dan Gerakan

Halaman 17 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019
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Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005

menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan
kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil,
makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa
Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara
bermartabat menuju: pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di

Aceh secara berkelanjutan”.
2. Bahwa berkaitan dengan kekhususan Aceh Hal ini diakui sebagai
/;, A, ;\konsep desentraiisasi asimetris sebagaimana telah dijamin

4 be\rdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: Negara

g
A
Hoa VLN

= imengakw dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

\be/ sifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-

Uhdang.

“'Bahwa dalam Penjelasan Pemerintah pada Rapat Panitia Khusus
RUU tentang Pemerintahan Aceh, Jum'at, 24 Februari 2006, melalui

Menteri Dalam Negeri, Mohd. Ma'ruf mengatakan, antara lain:

a. bahwa UUD 1945 menganut prinsip otonomi daerah yang seluas-
luasnya, seria a__qia}lnya pengakuan dan penghormatan terhadap
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa,
seperti Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun
2001.

b. bahwa sejalan dengan TAP MPR Nomor VI Tahun 2002, yang
mengamanatkan aéar penyelesaian Aceh dilakukan secara damai
melalui dialog, sampai dengan lahirnya nota kesepahaman (MoU)
di Helsinki pada tanggal 156 Agustus 2005. |

c. memperhatikan realitas kondisi Aceh pasca bencana alam/tsunami
yang menelan kerugian jiwa dan harta benda serta menimbulkan
instabilitas di Aceh. .

d. bahwa penyusunan RUU sebagai penyempurnaan dari UU No. 18

Tahun 2001, tetap mengacu kepada sistim dan prinsip NKRI dan

konstitusi Rl (UUD 1945)
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4. Bahwa selanjutnya délam konsideran Menimbang huruf b UU No. 11

Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, juga menyatakan: bahwa
perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan
sebuah pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait
dengan salah satu “karakter khas sejarah perjuangan masyarakat
Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Oleh karena itu
haruslah dimaknai bahwa bentuk perbedaan pengaturan (asimetris)
dengan daerah lain tidak harus dipertentangkan. Karena hal ini
@\ merupakan penghargaan atas semangat kebhinekaan yang
/ﬁ:/ X \nerupakan kekayaan bangsa yang majemuk dan berperadaban.

."_E!ahwa menurut Bagir Manan (170:1994), desentralisasi dalam rangka
‘ﬂubungan antara pusat dan daerah terjelma dalam empat asas pokok

V4 sebagal patokan, sebagaimana UUD RI 1945, yaitu: Pertama, bentuk
g hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak
rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai
ketingkat pemerintahan daerah. Kedua, bentuk hubungan antara
pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah
untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-‘>
urusan yang dinggap penting bagi daerah. Ketiga, bentuk hubungan
antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang
satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing
daerah. Dan, Keempat, bentuk hubungan antara pusat dan daerah
adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial
daerah. | |
6. Bahwa sebagaimana juga Jimly Assiddigie (33:2005) menyatakan:
konsep kedaulatan. rakyat yang bersifat monoistik, tidak dapat
dipecah-pecah merupakan konsepsi utopis yang memang jauh dari
kenyataan. Dengan demikian, konsep kedaulatan rakyat itu dewasa ini
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cendrung dipahami secara pluralis, tidak lagi monoistis. Meskipun
daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukanlah unit-unit
negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap
mempunyai kedaulaténnya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah
provinsi atau daerah kabupaten/kotanya, disamping kedaulatan dalam
konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945.

7. Berkaitan dengan kekhususan tersebut, Charles Tarlton (Robert E.

\Jaweng, 107:2013), sebagai ahli politik yang pertama kali memulai
'-‘.;:TA{skursus desentralisasi asimetris (asymmelrical desentralization)
VO

}ﬁaf@ngatakan, pembedaan antara desentralisasi simetris dengan

f:is%imetris adalah bahwa pola simetris ditandai oleh "the level of
/,'ﬁ;onformity and commonality in the relations of each separate political

unit of the system to both fo the system as a whole and to the other
component units”. ("tingkat kesesuaian dan keumuman dalam
hubungan seti'ap unit politik yang terpisah dari sistem untuk kedua
sistem secara keseluruhan dan untuk unit komponen lainnya”).

. Bahwa berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan

Aceh (Batu Uiji) merupakan regulasi yang mengatur secara
keseluruhan terkait Aceh secara khusus, sehingga menjadi
keniscayaan sebég‘i‘r;;na asas hukum lex specialist derogate legi
genaralist (perafuran yang khusus mengalahkan peraturan yang
umum). Sébagai contoh kenyataannya pelaksanakan asas hukum
tersebut sudah diatur dan diakui dalam norma beberapa undang-
undang terkait, antara lain: '

a. Dalam Pasal 399 Undang-Undéng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan .
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Halaman 20 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019
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Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589), berbunyi:
Ketentuan dalam- Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat,
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang
yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

b. Dalam Penjelasan Umum, angka 13 huruf b Undang-Undang

'R publik Indonesia Nomor 5495), berbunyi:

J\(/i,;usus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua
" ,ﬂarat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan
.'_‘__;/,;7 kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan
ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:
Undang-Undang‘-Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh.
c. Dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i16 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5§898),

berbunyi:
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11.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi
penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur
lain dalam Undang-Undang tersendiri.
Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 66/PUU-
XV/2017 yang menya{akan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah
khusus jika kekhususannya terkait dengan kenyataan dan kebutuhan
politik Maka ketentuan ini niscaya ditaati atau dipenuhi secara tepat
dan mutlak, sebagaimana asas kepastlan hukum berdasarkan Pasal
\QéD Ayat (1) UUD RI 1945,

_10‘B%hwa dalam paragraf [3.11] angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi

\Ncbmor 61/PUU-XV/2017, menyebutkan: ........... perihal suatu daerah

,_,,,/‘dlberl status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu

konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui
dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum _dilakukan
perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1)
UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, "Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.” Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu
merupakah rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan
pemerintahan yang..bersifat khusus atau istimewa yang dengan
sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi
diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status
khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau
keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD
1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan
suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya.

Bahwa dalam paragraf [3.11] angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 61/PUU-XV/2017, menyatakan: ..... kendatipun tidak semua
hal yang diatur dé-lgm UUPA (UU No. 11 Tahun 2008 tentang
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Pemerintahan Aceh) merupakan kekhususan bagi Aceh, namun
UUPA itu sendiri mérupakan Undang-Undang yang bersifat khusus.
“Khusus” di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih
khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur
materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur
dalam UUPA melainkan “khusus” dalam pengertian bahwa UUPA
tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

/; e 12 Bahwa dalam paragraf [3.11] angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi

PR

/ S ;Nomor . 61/PUU-XV/2017, menyatakan: .......oleh karena UUPA
,,’j’*(/ \ a\dalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa
E

’E”ﬁéka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah.
\'1.7?4?' ........ Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-

/
'/

-'Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan
kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun
yang mengubah ketentuan UUPA akah berdampak pada terjadinya
ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh
secara keseluruhan yang berarti dengan sendirinya bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

DASAR PENGUJIAN FORMIL:

1.

Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangén,
selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat
formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (formele
toetsing) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan berundang-
undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate
form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut
prosedur yang tepat.‘(approtiate prosedure). Dengan demikian sebuéh
produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang
tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat.

Bahwa memperhatikan sejarah pembentukan UU No. 11 Tahun 2016
tentang Pemerintahan Aceh, secara landasan yuridis formil semua
kebijakan administratif pemerintah yang berkaitan langsung dengan
pemerintah Aceh dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat
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pertimbangan Gubernur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3),
Pasal 42 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh,

yaitu:

‘. Pasal 8 ayat (3) berbunyi :

Kebijakan administratif ~yang berkaitan langsung dengan
Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan
dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) berbunyi :

Yang dimaksud dengan kebijakar: administratif dalam ketentuan ini

\__"-\}‘_‘dalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh,
\"n\ salnya, hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini seperti

: 7ﬁemekaran wilayah,. pembentukan kawasan khusus, perencanaan
#/pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang
2 berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

- Pasal 42 Ayat (2) :

' Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah
yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini

.....

Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional
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di Aceh, yaitu:
- Pasal 9 huruf b : A
Penetapan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

penyelenggaraan- urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga

R

pemerintah non kementerian melalui: konsultasi dan pertimbangan

i

Q%
§
K
~hid
'.1%
i %
£

s

Gubernur serta memperhatikan kekhususan dan keistimewaan Aceh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pasal 13 :
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i Peraturan Pemerintah ini dan mempunyai eksternalitas nasional
!

(1) Kewenangan Pemerintah di Aceh yang belum diatur dalam

tetap menjadi kéWenangan Pemerintah.

(2) Kewenangan Pemerintah di Aceh vyang belum diatur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkonsultasi dan mendapat

i pertimbangan Gubernur.

4. Bahwa kemudian juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden

//Q:/ i‘*@epubhk Indonesia Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
%' ,//5”/ ‘*K%nsultam Dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan
i i

s

ilﬂffernaSIonal Rencana Pembentukan Undang-Undang, Dan
Kébuakan Administratif Yang -~ Berkaitan Langsung Dengan
._,F‘emenntahan Aceh, yaitu:
- Pasal 7 berbunyi :
~ Ayat (1):
Kebijakan administratif yang berkaitan langsung- dengan
Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan
: dengan konsuitasi dan pertirnbangan Gubernur.
i Ayat (2):
b Dalam pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen pemrakarsa menyampa'ikan ide atau
gagasan dan rancangan kebijakan administratif kepada Gubernur
disertai dokumen pendukung.

Ayat (3):

Rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada

TR T SR

ayat (2) disampaikan dengan surat Pimpinan Departemen/Lembaga
‘Pemerintah Non Departemen pemrakarsa kepada Gubernur.
Ayat (4):

Penerimaan rancangan kebijakan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak.
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Ayat (5):
Rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dijelaskan oleh tim penyusun yang mewakili Pimpinan
1 Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa

kepada Gubernur atas inisiatif Departemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen étidu atas permintaan Gubernur.
5 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

.’/:cf',l/"' teﬁ ang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

; 1935 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

_--.,

AR A e
FR et ; : i

4 yralan mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan

2

W / menguraikan dengan jelas bahwa :
! . materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan
f:}, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
c. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi

ketentuan yang berlaku; dan

d. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Secara kekhususan, wewenang pemberian Izin usaha pertambangan
sebagaimana ketentuan UU No. 11 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Aceh secara atributif diberikan hanya kepada Pemohon
(Pemerintah Aceh), maka dipastikan Permen ESDM yang
memberikan wewenang kepada BKPM adalah tidak sah dan batal
demi hukum. Hal ini, karena Permen ESDM tersebut selain ditetapkan
dengan mengabaikan kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi!
khusus sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga
secara yuridis formil proses penetapan Permen ESDM tersebut tidak
dilakukan melalui konsultasi dan 'pertimbangan Gubernur, sehingga
penetapannya batal demi hukum (van rechts wegenitieg).
Sebagaimana menu.r.u’; Rosjidi Ranggawidjaja, (1998:44-45): landasan

yuridis formil, terdiri dari: 1) dasar kewenangan pembentukan
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(bevoegdheid/compe'téntie) peraturan Perundang-undangan; dan, 2)
proses dan prosedur penetapannya. Jika hal ini tidak terpenuhi maka
batal demi hukum. Sementara, secara yuridis materil, terdiri dari: 1)
dasar keberadaan jenis peraturan perundang-undangan (materi
muatan); dan, 2) isinya tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang
lebih tinggi. Sehingga, jika peraturan pérundang-undangan tersebut
bertentangan dengan peraturan lebih tinggi maka peraturan tersebut
tidak sah atau dapat dibatalkan.
~Bahwa dalam konteks penetapan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7
R *’Pgrmen ESDM yang mendelegasikan wewenang kepada BKPM
\\o:a)am menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
\Mé;dal Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian
Pénlngkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
=d Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT.
Emas Mineral Murni, tanggal 19 Desember 2017, padahal secara
atributif penerbitan',_i‘zlin usaha pertambangan yang masuk dalam
wilayah teritorial Provinsi Aceh, menurut UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, menjadi kewenangan Pemohon
(Pemerintah Aceh). Oleh karenanya, Permen ESDM tersebut di atas,
telah berimplikasi menimbulkan kekacauan dan melanggar asas
kepastian hukum.
DALAM PENGUJIAN MATERIIL
1. Bahwa pendelegasian Wewenang dari Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada BKPM telah mereduksi
kewenangan khusus Pemerintah Aceh sebagaimana atribusi Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lebih
lanjut keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh juga
menguatkan kekhususan terkait kewenangan pemberian Izin
Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Aceh. Hal ini

mengakibatkan Pemerintah Aceh kehilangan wewenang khusus
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karena kebijakan penetapan Permen ESDM oleh Kementerian ESDM
dan IUP oleh BKPM.

Bahwa sebagai dasar pertimbangan hukum Permen ESDM dan
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
66/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Peningkatan
Tahap lzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT. Emas

Mineral Murni, tanggal 19 Desember 2017 menggunakan peraturan

v e \—p‘érundang -undangan sebagai berikut:

Bl)tiﬂ\\\Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman

”“I{/Iodal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor

Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia 4959); |

3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor
244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang

'Pemerin_tahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dah
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111) se__t_)ggaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang
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Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 nomor 4, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia 6012);

5) Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan
Koordinator Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2012 (lembaran

- "::4&_'“_-_- ?"r\) \
pi

/"fj‘/' N7 R\Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 210);
o/
’/ ol 6§T \Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang

~/’ enyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

g </‘/’Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 221)

7/5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P tahun 2016
Tanggal 14 Oktober 2016

8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25
Tahun 2015 tentang Pendelegasia'n Wewenang Pemberian
Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Rangka Pelaksanz;an Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1187) '

9) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13
Tahun 2016 Tenténg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); |

10) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34
Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 668);

11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15

Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non

Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1479).
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3. Bahwa dasar pertimbangan hukum penetapan Permen ESDM dan
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
66/1/IUP/PMA/2017 sebagaimana tersebut di atas, tidak memuat UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang
bersifat Nasional di Aceh, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Konsultasi Dan Pemberian
Pertimbangan Atas -Rencana Persetujuan Internasional, Rencana

//fzf\\\Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif Yang

&

“Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh, yang seyogianya

\]@\? menjadi pertimbangan hukum Permen ESDM dan Keputusan
"‘lgéala Badan Koordinasi = Penanaman Modal Nomor
'86/1/1UP/PMA/2017 tersebut,

9éahwa kewenangan Pemerintah dalam hal pemberian izin tambang

untuk wilayah Aceh, lebih pada persoalan lintas Provinsi. Sementara

yang keberadaannya dalam wilayah Provinsi Aceh, mutlak menjadi
kewenangan Pemerintah Aceh (Pemohon) sebagai mana ketentuan

Pasal 156, Pasal 165 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, Jo. Pasal 4 huruf cc dan Lampiran CC Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Bidang Mineral, Batubara,

Panas Bumi dan Air Tanah, angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional

di Aceh.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon
mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan
keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka
Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi
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Penanaman Modal (Béﬁta Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 1187) bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Pasal 9
: huruf b, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran
;/ mara Republik Indonesia Nomor 5659);, dan, Pasal 7 Peraturan
i~/ \Pfesiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

;i;}gsultasi Dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan

:ri%masional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, Dan Kebijakan
vdministratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh
Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka
Pelaksanaan Terpadu_Satu Pintu Kepada Kepala badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1187) tidak sah dan tidak berlaku untuk umum karena
mengandung cacat formil dalam pembentukannya;

Atau setidak-tidaknya....

Dalam Pengujian Materiil:. -

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Weweﬁang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187), Bertentangan dengan

Pasal 18B Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) Uhdang-Undang Dasar

Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 156, Pasal 165,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
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4.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dan
Pasal 4 huruf cc dan Lampiran CC Bidang Energi dan Sumber Daya
Minerél, Sub Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah,
angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5659).

‘Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka

; x'—fl_,x‘laksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi

Al
\‘/Eﬁ'enanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

#Nomor 1187) tidak berlaku untuk perizinan di Wilayah Provinsi Aceh.

Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam | Rangka
Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1187) bertentangan dengan Undang-undang atau dan peraturan-
perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya, sehingga menimbulkan
kerugian bagi Pemerintahan Aceh.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

ad

iinya (et aequo et bono),
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.

Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan .
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Bukti P.1);
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o Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Bukti P.2);
Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

w

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20I5 tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 (Bukti P.3);
;; 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

“Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Bukti P.4);
5\ Btokopl Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008
\;Teptang Tata Cara Konsultasi Dan Pemberian Pertimbangan Atas
gncana Persetujuan Internasional,. Rencana Pembentukan Undang-
Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan
" Pemerintahan Aceh (Bukti P.5); _
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
66/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Peningkatan
Tahap lzin Usaha Pé&ambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka

i

Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT. Emas

5 Mineral Murni, tanggal 19 Desember 2017 (Bukti P.6);

7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P. 7)

8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

" Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Bukti P.8);

9. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 66/PUU-XV/2017 (Bukti
P.9);
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10.Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 61/PUU-XV/2017 (Bukti
P.10); '
Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut
telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 27 September 2019
berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Nomor 75/PER-PSG/IX/75 PIHUM/2019, Tanggal 27 September 2019;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,

Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 21 Oktober 2019

-/’/:»/
frees ], E\TA\R BELAKANG TERBITNYA PERMEN ESDM 25/2015
=t
!l'é ?hwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28D ayat (1)

}gm Pasal 28| ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indone3|a Tahun 1945 (“UUD NRI 1945") dan Undang-Undang

/T Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/20077),
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“Perpres
97/2014") dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4
tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Inpres
4/2015");

2. Bahwa Pelayanan Térpadu Satu Fintu (“PTSP") bertujuan untuk
memberikan perlindungan, perlakuan yang sama, mempercepat
penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian
berusaha, keamanan berusaha, memperpendek proses pelayanan
dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau bagi penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing;

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perpres 97/2014, Inpres
4/2015 dan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri ESDM,
berdasarkan Undahg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014") dan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 (“UU 4/2009”)‘Kementerian ESDM mendelegasikan
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wewenang pembe‘r'i‘an perizinan di bidang pertambangan mineral
dan batubara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan  Bidang

‘* Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi
L Penanaman Modal (“Permen ESDM 25/2015");

_Bahwa substansi Permen ESDM 25/2015 berisi tentang teknis

\w admlnlstratlf pelayanan penerbitan sebuah izin usaha dari yang
ébelumnya diterbitkan oleh Termohon, kemudian didelegasikan

; /IjALAM EKSEPSI
1. Bahwa permohonan uji materil yang dimohonkan merupak'an

sengketa kewenangan antar lembaga negara, dalam hal ini antara
Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) dan Pemerintah Pusat (Menteri
ESDM) yang menyatakan berwenang dalam penerbitan [zin Usaha
Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing, bukan

pengujian norma umum-abstrak peraturan perundang-undangan
dibawah Undang-Undang;

~ 2. Pemohon tidak memenuhi formalitas permohonan uji materil
berkaitan dengan kedudukan dan kepentingan hukum (Legal

Standing) karena:

P -
T ST

R O R

F AR

a. tidak adanya dukungan, atau setidak-tidaknya menyertai
Permohonan a quo dengan rekomendasi / persetujuan /

kewenangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh sesuai
ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (‘UU 11/2006%), pada saat
mengajukan uji materil Permen ESDM 25/2015, sehingga
Pémohon tidak dapat disebut sebagai representasi

pRTEN)
il

Pemerintahan Aceh.
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b. tidak ada hak~Pemohon yang dirugikan sebagai akibat dari
térbitnya Permen ESDM 25/2015 karena Permen ESDM
merupakan pemenuhan atas Perpres 97/2014 dan Inpres 4/2015
yangsubstansinya hanya mengatur teknis administratif
pelayanan penerbitan perizinan

c. Pemohon tidak terkualifikasi sebagai pihak yang dapat
mengajukan permohonan uji materil sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

' (“Perma 1/2011”).

,z"
/fl lingkup tugas seorang PIt. Sebagalmana diatur .dalam Pasal 14

4

# dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (‘UU 30/2014"), karena lingkup
kewenangan Plt.hanya terbatas untuk melaksanakan tugas rutin

" sehari-hari dan tidak berwenang untuk mengambil tindakan yang

bersifat strategis dan berdampak besar terhadap keWenangan
sebuah lembaga negara.

3. Permohonan Uji Materiil yang diajukan  Pemohon merupakan
keberatan atas impiémentasi norma yang telah diperiksa dan diadili
pada Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan
merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang tertinggi
kekuasaan pemerintahén sesuai Pasal 4 UUD NRI 1945.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Pengujian Formil

a. Proses penerbitan Permen ESDM 25/2015 telah sesuai dengan

_Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/20117)
dan Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Peraturan
Perundang-Undang di Kementerian ESDM, yaitu telah melalui
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,/ Pasal 8 ayat (3) Pasal 42 ayat (2) UU 1172006, Pasal 9 huruf b

proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan

pengundangan

Substansi Permen ESDM 25/2015 mengatur mengenai

kewenangan yang dimiliki oleh Menteri ESDM secara nasional
sesuai dengan Lampiran CC UU 23/2014, dan bukan mengatur
mengenai kewenangan Menteri ESDM di daerah tertentu.

. Mengingat Permen ESDM 25/2015 merupakan pengaturan yang

bersifat nasional dan memiliki dampak eksternalitas secara

nasional dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,

dan Pasal 13 PP 3/2015 dan Pasal 7 Perpres 75/2008

"~ 2. Dalam Pengujian Materiil
a. Permen ESDM 25/2015 dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 UUD
NRI, UU 25/2007 Perpres 97/2014 dan Inpres 4/2015, yaitu
dalam rangka memberikan persamaan perlakuan dan menjamin
kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan berusaha
semua orang termasuk bagi penanam modal dalam negeri

maupun penanam modal asing.

. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman

modal ésing memiliki dampak eksternalitas secara nasional jika
dikaitkan dengan penanggung jawab, luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang ditimbulkan, khususnya dalam hal
terdapat gugatan hukum internasional, sehingga menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.

Contoh konkrit yang terjadi adalah Gugatan dari Indian Metals
Ferro Alloys Limited (IMFA) yéitu perusahaan India yang
merupakan pemegang saham dari PT Sumber Rahayu Indah
yang merupakan pemegang IUP Batubara yang diterbitkan oleh
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ot
I

Bupati Barito Timur, Kalimantan Selatan dan Gugatan Churchill
Mining yang berperkara di International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) karena izin usaha
pertambangannya dicabut oleh Pemerintah Daerah, namunpihak
yang digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia meskipun
izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Pemerintah Aceh sendiri telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor
15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara (“Qanun Aceh 15/2013"), yang mengatur bahwa

’/ TR,

4& A it;

sng yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh
‘ﬁa}pya pemberian 1zin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) saja,
"ce{bl tidak termasuk didalamnya pemberlan lzin Usaha
P ;«'Pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal asing.

Hal tersebut dikuatkan dengan telah diserahkannya izin usaha

pertambangan dalam rangka penanaman modal asing antara lain

oleh: o '

- Bupati Nagan Raya terkait penyerahan I[UP PT Emas Mineral
Murni melalui surat Bupati Nagan Raya Nomor 545/92/2015
tanggal 19 Januari 2015 hal Penyerahan |UP Eksplorasi
Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA);

- Bupati Aceh Tengah terkait penyerahan [UP PT Linge Mineral
Resources melalui surat Bupati Aceh Tengah Nomor
540/771/2015 tanggal 27 Juni 2015 hal Penyerahan Dokumen
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; dan

- Bupati Gayo Lues terkait pényerahan IUP PT Wanyang Mining
Gayo Indo melalui surat Bupati Gayo Lues Nomor 540/221
tanggal 15 Maret 2016 hal Penyerahan Dokumen lIzin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi a.n. PT Wanyang Mining
Gayoindo.

IIl. DAMPAK POSITIF PERMEN ESDM 25/2015
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Bahwa terbitnya Permen ESDM Nomor 25/2015 a quo memberikan

f.if manfaat/dampak positif sebagai berikut:

a. Adanya kepastian- hukum dalam kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara baik PMDN maupun PMA sehingga

meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan

E modalnya;

b. memperpendek proses pelayanan;

c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau;

H g%ﬁ?\,>\ d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

nld VI masyarakat; dan_,

i = ) i o
‘{-’;f L \,\\\le memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama bagi
et 4 "f,:'"!

L '\,.-"I] penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

A\

N V' KESlMPULAN

1N 4

1. Bahwa Permen ESDM 25/2015 secara formil tidak bertentangan

dengan Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2) UU Nomor 11/20086,

' Pasal 9 Huruf B Dan Pasal 13 PP 3/2015 serta Pasal 7 Perpres
75/2008;

2 Bahwa Permen ESDM 25/2015 secara materiil tidak bertentangan
dengan UUD NRI 1945, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 156,
Pasal 165 Nomor 11/2006, Pasal 4 Huruf CC dan Lampiran CcC
PP 3/2015.

3 Bahwa Permen ESDM 25/2015 telah memberikan dampak positif
dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan
proses pelayanan yang cebat, mudah, murah, transparan, pasti
dan terjangkau, dan mendekatkan dan memberikan pelayanan

yang lebih luas kepada masyarakat .
fe 1. Adapun uraian secara lengkap ternadap bantahan/penolakan atas

Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, akan diuraikan

sebagaimana tersebut dibawah ini:
l.  POKOK-POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

Halaman 39 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019




5
i
£
L

3
iq

i
i
113

2

1L8
I
¢ 3
&
kit
I

L
B
g

AR

T T T R T TR

;M:Ej’: g

Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali
terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon,
dan selanjutnya menyampaikan Jawaban atas Permohonan Uji Materiil atas:
1. Pengujian Formil atas- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada -
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Permen ESDM 25/2015")
terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (“‘UU 11/2006), Pasal 9 huruf b
/f\p@dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
'\-'T}\eWenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh ("PP 3/2015"),
\La\‘n Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata

5 102

Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana

Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan

" Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan
Aceh (“Perpres 75/2008"):dan |

2. Pengujian Materiil atas Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terbadu '
Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(“Permen ESDM 25/2015") terhadap Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 156, Pasal 165 UU 11/2006, Pasal 4
huruf cc dan Lampiran CC Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah angka 9 PP3/2015.

Il.  DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Uji Materil Oleh Pemohon Merupakan Sengketa
Kewenangan Antar Lembaga Negara Bukan Pengujian Norma Umum-
 Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Yang Berada Dibawah
Undang-Undang
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1. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3)UUD NRI 1945 sebagaimana

termuat padé Bab V tentang Kementerian Negara menyatakan “setiap

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor

39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimana dalam Pasal 4 ayat

(2) disebutkan, “uruséﬁ tertentu dalam pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara
tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945;

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam

A4 N\ UUD NRI 1945; dan

\ici:i\\ urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan

!

(2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan
pertanahan.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pacal 4 ayat
(2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, 4
hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, soéial,
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi,
pekerjaan umum, i,ransmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan
perikanan. »

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional,
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik
negara, perténahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan
olahraga, perumaH;n, dan pembangunan kawasan atau daerah

tertinggal.
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2. Dalam konteks perkara a quo, Termohon merupakan Menteri di

Kementerian yang membidangi urusan di bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral, yang tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian

diatur oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015

(“Perpres 68/2015") jo. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016

tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan Negara. |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Perpres 68/2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

N mknyelenggarakan fungsi, sebagai berlkut

k)erumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan,

\;‘“‘J}Jengendallan dan pengawasan minyak dan gas bumi,

?,;,- ketenagahstnkan,- mineral dan batubara, energi baru, energi

terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan

pengéwasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan

batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan
geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor

‘energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara,
energi baru energi terbarukan, konservasi €nergi, dan geologi;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan
sumber daya mineral;

e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manuéia di bidang energi\

dan sumber daya mineral;
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f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi d| Ilngkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
- jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral. |
4. Bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai perumus
dan pelaksana kebijakan di bidang Mineral dan Batubara, Termohon

/\"w uﬂ\v emiliki salah satu kewenangan yang melekat pada Termohon berupa

£
‘f)gmberlan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal

Asi g sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

&Fé un 2012 (‘PP 24/2012")tentang Perubahan Kedua Peraturan

'&f..éPemenntah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan, yang mengatur bahwa IUP yang diajukan oleh
badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya
dapat diberikan oleh Menteri ESDM (Pemerintah Pusat);

5. Bahwa kewenangan Termohon menerbitkan Izin Usaha Pertambangan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing juga tercantum dalam

" Lampiran CC tentang Pembagian Urusan Bidang ESDM pada UU
23/2014. Hal mana, peraturan perundang-undangan yang mendasari
kewenangan Termohon dalam menerbitkan 1zin Usaha Pertambangan
:bagi badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing masih
dinyatakan berlaku sampai dengan saat ini.

6. Bahwa atas dasar hal“t:arsebut, dan sesuai dengan Perpres 97/2014 dan

Inpres 4/2015, Termohen melimpahkan kewenangan yang dimiliki

berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian

perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala

BKPM dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
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7. Bahwa meskipun demikian, di sisi lain terdapat lembaga negara (in casu
_ Pemohon dalam kedudukan/kapasitas sebagai Plt Gubernur Aceh yang
’ mewakili Pemeritahan Aceh) yang mendalilkan sebagai lembaga negara
satu-satunya yang berwenang dalam menerbitkan izin bagi PT Emas

Mineral Murni sebagai badan usaha swasta yang keberadaan usahanya

berada di Provinsi Aceh dengan dasar sistem pemerintahan Negara

3 Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 yang mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

8. Bahwa kedudukan Gubernur sebagai sebuah lembaga negara, dapat

/:%\B\dlllhat dari kedudukannya yang diakui sebagai salah satu lembaga

yohiegara di Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945. Secara
\r‘

! el{sphsﬂ nomenklatur Gubernur disebutkan sebagai salah satu lembaga '
R i
;%gara selain Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan
J
B%kyat maupun Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Indonesia.

./ Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti ada 2 (dua)

lembaga negara yang menyatakan berwenangdalam penerbltan sebuah
. Izin Usaha Pertambangan bagi badan usaha swasta, sehingga hal
tersebut menunjukan adanya sebuah problematika/sengketa yang harus
diselesaikan terlebih dulu antara Pemohon dengan Termohon sebagai

v!}‘ﬁ", il

$10%s
i Bk

lembaga negara di IndoneS|a berkaitan dengan kewenangan penerbitan
sebuah Izin Usaha Pertambangan bagi badan usaha swasta.

B. PEMOHON TIDAK MEMENUHI FORMALITAS A-PERMOHONAN JUdI
MATERIIL BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM DAN
KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Pelaksana Tugas (PIt.) Gubernur Aceh Tidak Dapat Bertindak Sebagai
Representasi Pemerintahan Aceh Sebagai Pemohon Dalam Perkara A

£ A e AL S
b £ =

W el

T L A Kt el

Quo Tanpa Ada Persetujuan/ Rekomendasi/Kewenangan Yang
Diberikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Aceh

& 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Und'ang:Undang

T

T
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Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai

berikut:

spermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang,
yaitu:

a. Perorangan Warga Négara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang; atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

ahwa sehubungan dengan " permohonan pengujian peraturan
.\‘.‘:‘Jx

\oPg

|
: ic';‘a_énting dan mendasar untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi

2 f«

3'\<'l’gj*i'ceria sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian

rundang-undangan yang diajukan oleh Pemohon, hal yang sangat

~
o

T

/'peraturan perundang-undangan adalah Pemohon harus memberikan
' penjelasan terlebih dahulu tentang:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009; dan
b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat
berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang dimohonkanfpengujian. ' _ '
3. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kedudukan Pemohon dalam
permohonan a quo, Pemohon mendudukkan dirinya sebagai Badan
Hukum - Publik yang merepresentasikan Pemerintahan Aceh
sebagaimana disebutkan di halaman 4 dan 5 Permohonan a quo.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 11/2008, tegas disebutkan
bahwa Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah
Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari
Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh, dan menurut Pasal 21 UU
11/2006, penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah
Aceh dan DPRA. - |
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Merujuk pada peraturan tersebut di atas, telah sangat tegas dan jelas
bahwasanya yang dapat disebut sebagai Pemerintahan Aceh ialah
ketika kedua unsur yang dimaksud dalam UU 11/2006 terpenuhi, yaitu
adanya Pemerintahan ‘Aceh yang diwakili oleh Gubernur dan juga

DPRA.

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon yang mendudukan dirinya
sebagai representasi Pemerintah Aceh dalam kapasitasnya sebagai PIt.
Gubernur Aceh, secara hukum tidak dapat dibenarkan karena menurut
UU 11/2008, Pemerintahan Aceh terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu,
Gubernur dan juga DPRA.

Bahwa kedudukan Pemohon yang tidak dapat dikualifikasi sebagai
Pemerintahan Aceh dibuktikan dengan tidak adanya dukungan, atau
tidak-tidaknya  menyertai  Permohonan a quo  dengan

N\
N
Y
\

\fe
|
ééeh pada saat mengajukan uji materiil Permen ESDM 25/2015.
~#Tidak adanya penjelasan/uraian Pemohon dalam Permohonan yang

omendasi/persetujuan/kewenangan yang diberikan oleh Dewan

P%' akilan Rakyat Acehsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

menjelaskan adanya rekomendasi/persetujuan/kewenangan yang
diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mengajukan
permohonan a quo merupakan bukti Pemohon tidak dapat disebut
sebagai representasi Pemerintahan Aceh.

7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon
tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga wajar dan
sesuai_hukum apabila Termohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim ‘Agung pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Permohonan
Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankeljjk verklaard). |

TIDAK ADA HAK PEMOHON YANG\ DIRUGIKAN SEBAGAI AKIBAT DARI

DITERBITKANNYA PERMEN ESDM 25/2015

8. Bahwa dalil tentang kerugian yang'didalilkan oleh Pemohon akibat
diterbitkannya Permen ESDM 25/2015 adalah timbulnya ketidakpastian
hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh
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(Pemohon), dan karena Permen ESDM 25/2015 tersebut, Kepala BKPM

dapat menerbitkan lzin Usaha Pertambangan bagi PT Emas Mineral
Murni.

9. Bahwa dalil tentang kerugian a quo sangatlah keliru, karena Permen
ESDM 25/2015 yang diterbitkan oleh Termohon merupakan pemenuhan
atasPerpres 97/2014 dan Inpres 4/2015 yang mengamanatkan untuk
dilakukannya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh
BKPM, melalui pendelegasian dari kewenangan Menteri ESDM.

10 Bahwa pada dasarnya, Permen ESDM 25/2015 itu sendiriberisi tentang

tgknls administratif pelayanan penerbitan sebuah izin usaha dari yang

L *{epala BKPM, dan bukan mengatur mengenai kewenangan penerbitan
: pefczman yang dimiliki oleh Menteri ESDM berdasarkan UU 23/2014 dan

\%EMOHON TIDAK TERKUALIFIKASI SEBAGAI PIHAK YANG DAPAT

MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL A QUO.

11. Bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu badan peradilan di
Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebuah
perkara Hak Uji Materiil.

12. Bahwa dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Mahkamah Agung
menerbitkan hukum acara pengujian materiil yakni Perma 1/2011,
dimana pada Pasal 1 ayat 4 Perma 1/2011 “Pemohon Keberatan adalah
Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang mengajukan permohonan
keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan
Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.

13. Bahwa Termohon merujuk pada ketentuan tersebut di atas, nyata-nyata
dalam Perma 1/2011 tidak mengenal adanya Hak Uji Materiil yang
diajukan oleh Badan Hukum Publik maupun Badan Hukum Privat.

14. Oleh karena mengingat Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon
dalam kapasitasnya selaku PIt. Gubernur Aceh yang mengkualifikasikan
dirinya sebagai Badan Hukum Publik, hal tersebut telah bertentangan
dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perma 1/2011. Sehingga sudah
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selayaknya menurut hukum, Permohonan Pemohon dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
PELAKSANA TUGAS (Plt.) GUBERNUR ACEH TIDAK DAPAT BERTINDAK
SEBAGAI PIHAK DALAM PERMOHONAN A QUO KARENA TIDAK SESUAI
DENGAN LINGKUP TUGAS SEORANG PELAKSANA TUGAS (Plit.)
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014,

mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

Mandat apabila:
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnys;

7 =\

\1\3:;\ merupakan pelaksanaan tugas rutin.
A
> t

yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif
yang berhalangan tetap.
Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU 30/2014, yang dimaksud dengan
tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi
Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas iabatan dan tugas sehari-hari.
Lebih lanjut ketentuan Pasal 34 UU 30/2014 mengatur bahwa Pelaksana
harian atau Pelaksana tugas melaksanakan tugas serta- menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi
wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. \ '

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU 30/2014, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui
Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang
bersifat strategis yang berdampak besar pada perubahan status hukum
pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Adapun yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang
bersifat strategis” sesuai penjelagsan Pasal 14 ayat (7) UU 30/2014
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adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar A'
seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja
pemerintah. '

. Bahwa pengajuan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan
in casu Permen ESDM 25/2015 termasuk dalam keputusan yang bersifat
strategis karena menyangkut kewenangan penerbitan perizinan dalam
rangka penanaman modal asing yang memiliki dampak eksternalitas
secara nasional, khususnya potensi permasalahan atau gugatan hukum
secara internasional terhadap implementasi Perjanjian Bilateral antar
\\negara (Bilateral Investment Treaty — “BIT").

Berdasarkan Pasal 4 UUD NRI 1945 jo. Pasal 7 UU 23/2014, Pemerintah
lPu§at/PreS|den merupakan pemegang tanggung jawab akhir atas
é?wyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
ﬁémerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam hal terjadi
C':gugatan yang bersifat internasional, hal tersebut menjadi tanggung jawab
penuh dari Pre_éiden/Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi, meskipun perizinannya diterbitkan/dicabut oleh Pemerintah
Daerah.

18. Bahwa BIT adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama antar negara
(perjanjian internasional) dalam bidang ekonomi, khususnya investasi,
yang telah banyak dibuat oleh banyak negara di dunia. BIT merupakan
perjanjian investasi yang difandatangani oleh 2 (dua) negara dan
mengikat hak dan kewajiban dalam memfasilitasi masuknya investasi di
masing-masing negara. .

Dalam BIT mengatur mengenai standar perlindungan investasi yang
harus dilakukan oleh negara tuan rumah, antara Iéin perlakuan yang
setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi
baik asing maupun domestik dan perfindungan dan keamanan penuh
yang memuat kewajiban Negara untuk memberikan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh korporasi penanam modal.

Dengan demikian, BIT tunduk pada hukum internasional sehingga
tanggung jawab atas pelaksanaan BIT berada pada negara yang
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menandatangani in casu Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah.

Beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain:

Gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam Arbitrase
Internasional oleh Indian Metals Ferro Alloys Limited (IMFA) yaitu
perusahaan India yang merupakan pemegang saham dari PT
Sumber Rahayu Indah yang merupakan pemegang |UP Batubara
yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur, Kalimantan Selatan.

Gugatan Arbitrase Internasional tersebut diajukan di Permanent
Court Arbitration (PCA) dengan Nomor PCA Case No. AA588: Indian
Metals & Ferro Alloys Limited (India) V. Government of the Republic
W@f Indonesia dengan alasan tidak adanya kepastian hukum yaitu PT
“S mber Rahayu Indah tidak bisa melakukan kegiatan usaha

:ﬁ)e ambangan karena tumpang tindih wilayah dengan 7 (tujuh)

Pémegang IUP lain dan letak IUP PT Sumber Rahayu Indah
melewatl batas kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten
Tabalong serta melewati batas provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan dengan nilai gugatan sebesar 7,7 Triliuln Rupiah.
Gugatan tersebut sangat merugikan Pemerintah Indonesia atas
tindakan yang dilakukan oleh PemeArintah Daerah dimana apabila
Pemerintah Republik Indonesia kalah dalam Arbitrase maka harus
membayar sebesar 7,7 Triliun rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Gugatan kepada Pemerintah Republik indonesia yang diajukan oleh
Churchill Mining yang berperkara di International Centre for
Settlement of InVéétment Disputes (ICSID) karena izin usaha
pertambangannya dicabut oleh Pemerintah Daerah. |

Dalam kasus tersebut, penanggung jawab yang dituntut oleh
Churchill Mining adalah Pemerintah Republik Indonesia meskipun
yang melakukan pencabutan izin adalah Bupati Kutai Timur. Hal
tersebut terjadi karena Pemerintah Republik Indonesia telah terikat
dengan BIT dengan Pemerintah Inggris, sehingga pihak yang
dianggap bertanggung jawab terkait implementasi atas BIT tersebut
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adalah Pemerintah Republik Indonesia. Gugatan tersebut berpotensi
menimbulkan kerugian Negara karena tuntutan ganti rugi yang
diajukan oleh Churchill Mining sebesar USD 2.000.000.000,00 yang

harus ditanggung oleh Pemeriintah Republik Indonesia.

25/2015 sangat berkaitan erat dengan kewenangan penerbitan perizinan
di bidang pertambangan dalam rangka penanaman modal asing yang
memiliki dampak eksternalitas secara nasional, oleh karenanya hal

tersebutbukan kewenangan Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Aceh untuk

/1’/7; \\\\ menetapkan atau melakukan keputusan mengajukan permohonan uji

/x, N \nateml tersebut.

; 20 B\ahwa berdasarkan uraian di atas; maka Pemohon tidak memenuhi
l

ifl“kaahflkaSI sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan uji
'..hqaternl sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Agung sehingga

4 menjadi beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk

menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankeljjk verklaard) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo.

IMPLEMENTASI NORMA YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIADILI
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah
Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang”.

! Kewenangan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang
menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan

perundang-undangan . di bawah undang-undang atas alasan
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19. Bahwa permohonan pengujian materiil atas Permen ESDM Nomor.'

C. PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN KEBERATAN ATAS




bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.

Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Perma 1/2011 menentukan “Hak
Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-
undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-
undangan tingkat lebih tinggi”, atau dengan kata lain, norma yang dapat
dijadikan objek pengujian adalah norma yang bersifat pengaturan
(regeling) yang bersifat mengikat khalayak banyak (umum) dan tidak
mengatur hal yang konkrit (bersifat abstrak) yang kedudukannya berada -

,:“\\dl bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang

ry@ng dibentuk Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR RI), untuk

‘ke‘mudlan diuji dengan batu uji undang-undang yang mendasari

P embentukannya ataupun undang-undang lain yang relevan atau

:ﬁéngan peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang

"’/'berada di atasnya.

3. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon berlandaskan pada kasus
konkret berupa pendelegasian wewenang Termohon kepada Kepala
BKPM sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala BKPM Nomor
66/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Peningkatan
Tahap lzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka
Penanéman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT Emas
Mineral Murni, tertanggal 19 Desember 2017.

4. Bahwa terhadap terbitnya Keputusan Kepala BKPM dimaksud,

sekelompok masyarakat telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

melalui Péngadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terdaftar

dalam Register Perkara Nomor: 241/G-LH/2018/PTUN-JKT tertahggal 15

Oktober 2018, dengan alasan/dasar Gugatan antara lain sebagai berikut:

a. Kewenangan penerbitan IUP Eksplorasi dan 1UP Operasi Produksi;

b. Penerbitan Surat Keegla BKPM tidak disertai dengan Konsuitasi dan
Pertimbangan Gubenur dan DPR Aceh.
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Hal mana, alasan-alasan yang digunakan'pada saat mengajukan
Gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sama
dengan alasan yang digunakan pada saat diajukannya permohonan
a quo. |

5. Sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa
Permohonan a quo, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 241/G-
LH/2018/PTUN-JKT., pada PTUN Jakarta telah menjatuhkan putusan
terhadap alasan/keberatan yang disampaikan Penggugat pada tanggal
11 April 2019, dengan amar putusan yang memenangkan Kepala BKPM
! i\\:\selaku Tergugat. Hal mana, putusan PTUN Jakarta tersebut dikuatkan

oleh PTI'UN Jakarta melalui putusan Nomor

fBahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas, yang selanjutnya

‘dlkaltkan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan

mengadili perkara uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah

Undang-Undang, nyafa-nyata permohonan Pemohon diajukan tidak
dalam konteks sedang melakukan pengujian norma yang termuat dalam
Permen ESDM 25/2015, melainkan bentuk keberatan atas implementasi
norma yang sebenarnya telah diuji, diperiksa dan diadili melalui
Peradilan Tata Usaha Negaré. ' |
Oleh karena itu, Termohon mchon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Agung pemeriksa perkara a qqu untuk menjatuhkan putusan yang
menyatakan Permohoran Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard). )

D. PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MERUPAKAN KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI
PEMEGANG TERTINGGI KEKUASAAN PEMERINTAHAN.

1. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain
dengan menyatakan Permohonan a quo bukan merupakan sengketa
kewenangan antar Lembaga Negara, maka terdapat sebuah mekanisme

penyelesaian permasalahan yang harus dilakukan oleh Presiden
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Republik Indonesia sebagai pemegang tertinggi  kekuasaan
pemerintahan. '

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 UUD NRI 1945, Presiden merupakan
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Lebih lanjut, Pasal 6 UU 23/2014 mengatur bahwa pemerintah pusat
menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren baik yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat maupun menjadi kewenangan daerah.

T

' /Q/ . 3. f:P hwa sesuai ketentuan Pasal 5 UU 23/2014, penyelenggaraan urusan
\/ /',' \

/"‘7 pemenntahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi,

délgohsentraa dan tugas pembantuan. Namun demikian, pembinaan dan

engawasan urusan pemerintahan di daerah tetap dilakukan oleh

,Pemenntah Pusat.

eblh lanjut, Pasal 7 UU 23/2014 mengatur bahwa Presiden memegang
tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu,
apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/
lembaga non-pemerintahan, haruslah diselesaikan melalui Presiden.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 UU 23/2014, telah dibentuk Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah yang bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai penyelesaian

permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau

PoauT g conne s

perselisihan antara daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian.

5. Bahwa permohonan uji.materiil yang diajukan Pemohon pada pokoknya
mempersoalkan terkait perbedaan penafsiran penyelenggaraan
Pemerintahan khususnya mengenai pengaturan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga sudah sepatutnya

menurut hukum penyelgsaian permasalahan tersebut diserahkan kepada
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Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diberikan
oleh UUD NRI 1945.
" 11l. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, motion
secara mutatis-mutandis dan proporsional dianggap sebagai satu kesatuan
dengan uraian dalam Pokok Perkara di bawah ini.
A. LATAR BELAKANG PENERBITAN PERMEN ESDM 25/2015
Bahwa sebelum Termohon memberikan tanggapan atas permohonan uji
materiil Pemohon, perkenankanlah Termohon menyampaikan latar
belakang penerbitan Permen ESDM 25/2015, sebagai berikut:
24 *‘-\ JJ\NDASAN FILOSOFIS PENERBITAN PERMEN A QUO
1.3 Pgambukaan UUD NRI1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan
\SP'emenntah Republik IndoneSIa antara lain adalah untuk memajukan

setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang
mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga
negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.
2. Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan
Pasal 28! ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:
Pasal 28H ayat (2) : |
“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”.
Pasal 28] ayat (2) :
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
3. Bahwa untuk melaksanakan amanat UUD NRI 1945 tersebut, dlterbltkan _
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (‘UU
25/2007"), yang bertujuan untuk:
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a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian
nasional,

b. Mempercepat peningkatan.pelayanan modal;

c. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri
dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional;

d. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan
berusaha bagi penanam modal sejak pengurusan perizinan sampai

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan

/7/(.\1‘%, A FX
/4 T
///4:{ v Ny ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
fored AN
' ‘\’*e‘}\ Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan
e ey
1= 4 \7!/ perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
b "]

ahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah

penanam modal dalam,__memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal, informasi mengenai penanaman modal. |
LANDASAN SOSIOLOGIS PENERBITAN PERMEN A QUO
5. Bahwa penanaman modal (investasi) sangat vital bagi pertumbuhan dan
percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara. Modal tersebut
dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, .
menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga
di Indonesia, pasca kebijakan desentralisasi tahun 1999, banyak sekali
pemerintah ‘daerah yang bereksperiman dan berinovasi dengan
mengembangkan berbégai pola pelayanan perizinan dan investasi.
Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal
dari para penanam modal (investor) khususnya penanaman modal asing.
Secara umum kendala tersebut dapat diinventarisir antara lain:
a. Regulasi pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga
cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam

modal;
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b. Pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak
transparan.

c. Kondisi politk dan keamanan dalam negeri yang belum memadai
dan belum bisa diprediksi;

d. Belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-
kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang terkait
dengan perusahaan asing;

e. Peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor riil

belum berfurigsi secara nhormal,

Bar;\’/va untuk mengatasi kendala- kendala itulah yang mendorong
Eyeﬁerlntah menetapkan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu
(“PTSP") dalam Perpres 97/2014.

PTSP di bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang
diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (“UU 25/2007"). Berdasarkan UU 25/2007, PTSP
dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam berinvestasi agar
memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi
mengenai penanaman modal.

Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang Perpres 97/2014, dalam
rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan
yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, sehingga
periu dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu, yaitu suatu
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai - tahap penyelesaién produk pelayanan
melalui satu pintu.

Bahwa PTSP dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan
pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan.

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan
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Nonperizinan yang iendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan

perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang di

lakukan dalam satu tempat.

| 9. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh BKPM berdasarkan pendelegasian
kewenangan yang diberikan, sedangkan di tingkat daerah PTSP
... dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Pemerintah
/ 5 “'J"E’}s\?t mengkoordmasnkan kebijakan penanaman modal baik koordinasi
) \

aqtél‘@ instansi Pemerintah maupun koordinasi antara Pemerintah Pusat
denge‘m Pemerintah Daerah.
DAsjAN YURIDIS PENERBITAN PERMEN A QUO
S/e;wal ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28l ayat (2) UUD NRI
“"1945 sebagai berikut:
Pasal 28H ayat (2) :
“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
e persamaan can keadila;l’:. "
Pasal 28] ayat (2) :
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadapm
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” |
- 11. Sesuai ketentuan Konsiderans Menimbang, Pasal 2, Pasal 3, dan'Pasal
| 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“uu
| 25/2009"), negara berkewajiban. melayani setiap warganegara dan

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam

kerangka pelayanan publik.

T TR TR

Pengaturan pelayanan publik diperlukan dalam rangka memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari
. penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin
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penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

12. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat

dan sederhana, setiap Badan Publik wajibb membuat dan
mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,
mudah dan wajar.

13. Bahwa sesuai Konsiderans Menimbang, Pasal 1 angka 10, Pasal 4 dan

Y
/,

/./ ;? ”\{’asal 6 UU 25/2007, Pemerintah menciptakan kebijakan dasar
/f'{"’-"'/

pgnanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional

'yapg kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing
\pe&fekonomlan naS|onaI menjamin kepastian hukum, kepastian
berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses
g pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah adalah melalui PTSP
yaitu suatu kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan
vang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga
; atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6, angka 7,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Perpres)97/2014,
PTSP bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. memperpendek proses pelayanan; "
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau; dan
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada
4 masyarakat.
PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi,

pendelegasian atau pelimpahan, akuntabilitas dan aksesibilitas (Pasal 3).
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‘Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non
perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah (Pasal 4).

Penyelenggaran PTSP oleh Pemerintah dilakukan oleh BKPM untuk

pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal

yang menjadi urusan Pemerintah, antara lain terkait sumber daya alam

yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang
’T'\tlnggl (Pasal 5 dan Pasal 6)

Qalém menyelenggarakan  PTSP, Kepala BKPM mendapat
,pen&elegasnan atau pelimpahan dari Menteri teknis/Kepala Lembaga
ang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan
‘urusan Pemerintah. Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang tersebut
= 'dltetapkan melalui Peraturan Menteri teknis/Kepala Lembaga (Pasal 7).
15. Lebih  lanjut,  Presiden  menginstruksikan  kepada seluruh

Kementerian/Lembaga Negara melalui Inpres 4/2015 tentang PTSPdi

Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk mendukung optimalisasi

dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan secara cepat, sederhana,

transparan dan terintegrasi mulai dari tahap permohonan sampai dengan
tahap penyelesaian pei;ly/énan perizinan dan nonperizinan terkait dengan

penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di

BKPM, dengan cara:

a. mendelegasikan atau melimpahkan seluruh wewenang penerbitan
perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal
kepada Kepala BKPM; dan/atau

b. menugaskan pejabat atau pegawai Kementerian/ Lembaga
Pémerintah Non Kementerian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pusat di BKPM, sampai dengan terwujudnya pelayanan perizinan
dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang terintegrasi
secara online.

16. Bahwa ketentuan UU 23/2014 memberikan amanat sebagai berikut:
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a. Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014 mengatur penyelenggaraan urusan di
bidang Mineral dan Batubara hanya berada pada Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi.

b. Pasal 16 UU 23/2014 mengatur Pemerintah Pusat dalam :
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (termasuk urusan
ESDM) mempunyai kewenangan untuk:

Menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan  urusan - pemerintahan yang  menjadi

y kewenangan daerah.

xc/ Lampiran CC UU 23/2014, mengatur kewenangan Pemerintah Pusat

dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang terkait

perizinanantara lain:, ,

1) penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara,
mineral bukan logam dan batuan pada:

- Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah
lintas daerah provinsi;

- Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung
dengan negara lain; dan

- Wilayah laut lebih dari 12 mil.

2) Penerbitan izinvucsaha pertambangan dalam rangka penanaman
modal asing; o ,

3) Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan
batubara;

4) Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan
jumlah produksi éetiap daerah provinsi untuk komoditas mineral
logam dan batubara; |

5) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi khusus untuk

pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal |
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dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan

pemurnian , a,té:d impor serta dalam rangka penanaman modalt
asing;

6) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan
terdaftar dalam rangka penanaman modal asing yang kegiatan
usahanya di seltfuh wilayah Indonesia;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU 12/2011, sebagai
berikut:
Pasal 8

M_Q) Jenis peraturan’ perundang-undangan selain  sebagaimana

:, ’r\\ imaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

\rdl’Setapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
‘ ’rwakllan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
" /Yud|S|aI Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberac}aannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan vyang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan
Yang dimaksud Peraturan Menteri berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat
(1) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam
pelﬁerintahan.
18. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015
tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jo. Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016, Kementerian ESDM berwenang
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menyelenggarakan tugaé pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral, termasuk dalam perumusan, penetapan dén pelaksanaan
kebijakan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

. 19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan kewenangan yang dimilikinya,
maka Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM 25/2015 (Objek
Sengketa) yang pada pokoknya mengatur pendelegasian wewenang

pemberian perizinan di bidang pertambangan Menteri ESDM yang

menjadi kewenangan Menteri ESDM kepada Kepala BKPM.
20. Bahwa substansi pendelegasian kewenangan yang diatur dalam Permen
_{_,«,g::\ ESDM 25/2015 tersebut Telah Sesuai dengan kewenangan Menteri

" 1) IUP Eksplorasi;
2) IUP Operasi Produksi dan perpanjangannya;

| - 3) Pengakhiran IUP karena pengembalian;

* ' 4) 1UP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan
penjualan dan perpanjangannya;

5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau

pemurnian dan perpanjangannya
| 6) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
7) IUP Operasi Produksi khusus untuk penjualan;

8) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian; dan

9) lzin Usaha' Jasa Pertémbangan dan perpanjangannya.

b. Dalam rangka péndelegasian pemberian perizinan di bidang
pertambangan mineral dan batubara, kewenangan yang
didelegasikan kepada Kepala BKPM termasuk pemberian
persetujuan terhadap:

1) Perubahan status dari perusahaan PMDN menjadi perusahaan
PMA,
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2) Perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan
PMDN.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan Permen a quo telah sesuai

dengan UU 12/2011 yaitu dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri

ESDM yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM

termasuk pengelolaan mineral dan batubara, dan materi muatannya

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. TANGGAPAN ATAS POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Tanggapan Atas Permohonan Pengujian Formil Permen Esdm 25/2015
Terhadap Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2) Uu Nomor 11/2006, Pasal 9
r‘a ﬁlkuf B Dan Pasal 13 Pp 3/2015 Dan Pasal 7 Perpres 75/2008.
1 \»ﬁahwa Termohon menolak dengan tegas dali Pemohon yang

| benkut

Pasal 8

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh »'Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rak);at, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
. Pemerintah atas ;;erintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, BubatiNVaIikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan. o
Yang dimaksud Peraturén Menteri berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat
(1) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi
muatan dalam rangka benyelenggaraan urusan tertentu dalam
pemerintahan.
Bahwa sesuai ketentljén Perpres 68/2015 jo. Perpres 105/2016,
Kementerian ESDM berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam perumusan,

penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertambangan mineral

AN
\dan batubara.

Bahwa ketentuan UU 23/2014 memberikan amanat sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014 mengatur penyelenggaraan urusan di
bidang Mineral dan Batubara hanya berada pada Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 16 UU 23/2014 mengatur Pemerintah Pusat dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (termaéuk urusan

ESDM) mempunyai kewenangan untuk:

1) Menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan  urusan ‘pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan

2) Melaksanakan _ pembinaan dan pengawasan terhadap'
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah.

¢. Lampiran CC UU 23/2014, mengatur kewenangan Pemerlntah Pusat
dalam bidang en%rgl dan sumber daya mineral yang terkait
perizinanantara lain:

1) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara,
mineral bukan logam dan batuan pada:
- Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah

lintas daerah provinsi;
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- Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung
dengan negara lain; dan

- Wilayah laut lebih dari 12 mil.

2) Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman
modal asing;

3) Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan
batubara; '

4) Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan

===, jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral

| pa it
: //f.{;;,__,};_}’ 7 \Jogam dan batubara;
oy '\,‘J"‘- \ . .. .
% Py 5)%’enerbltan izin usaha pertambangan operasi khusus untuk
r AL

“pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal

S pemurnian , atau impor serta dalam rangka penanaman modal

- asing;

6) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan
terdaftar dalam rangka penanaman modal asing yang kegiatan
usahanya di seluruh wilayah Indonesia;

5. Lebih lanjut, kewenangan Menteri ESDM khuéusnya terkait penerbitan
Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman rhodal asing diatur
dalam:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Ratubara, ' »

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

! Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang mengatur bahwa

) IUP vyang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka

penanaman modal asing hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM

(Pemerintah Pusat);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang mengatur bahwa
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Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib

menyerahkan dokumen IUP dalam rangka penanaman modal asing
yang diterbitkan sebelum PP ini kepada Menteri ESDM untuk
diperbarui IUP-nya oleh Menteri ESDM.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan kewenangan yang dimilikinya,
maka Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM 25/2015 yang pada
pokoknya mengatur pendelegasian wewenang pemberian perizinan di
bidang pertambangan yang menjadi kewenangan Menteri ESDM

berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Kepala BKPM.

.....

,,/gw ‘\\E;sal 9 huruf b dan Pasal 13 PP3/2015, dan Pasal 7 Perpres 75/2008,
ﬁ :;5 { . gada pokoknya mengatur bahwa penetapan kebijakan administratif yang

Qe}‘(altan Iangsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan

" Yang dimaksud dengan kebijakan administratif sesuai penjelasan Pasal
8 ayat (3) UU 11/2006 adalah yang berkaitan langsung dengan
Pemerintahan Aceh, misﬁalnya hal-hal yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini seperti pen;'ékarén wilayah, pembentukan kawasan khusus,
perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

8. Bahwa substansi Permen ESDM 25/2015 mengatur mengenai
kewenangan yang dimiliki oleh Menteri ESDM secara nasional sesuai
dengan Lampiran CC UU 23/2014, dan bukan mengatur mengenai
kewenangan Menteri ESDM di daerah tertentu.

9. Bahwa mengingat Permen ESDM 25/2014 adalah bersifat nasional,

maka proses penetapan Permen ESDM Nomor 25/2015 tunduk pada UU

12/2011 dan Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Peraturan

Perundang-Undang di Kementerian ESDM yaitu melalui tahapan:

a. Perencanaan'

Bahwa Rancangan Peraturan Menteri terkait Pendelegasian
Wewenang Menteri ESDM dalam Pemberian Perizinan Bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM disusun dalam rangka
melaksanakan amanat Perpres 97/2014 dan Inpres 4/2015.

. Penyusunan )

Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai unit
organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara
berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya

‘\‘\\
“L .y \Mineral, menyusun Rancangan Permen ESDM tentang Pendelegasian

Bahwa Rancangan Permen ESDM tersebut telah dilakukan

pembahasan yang dikoordinir oleh Biro Hukum dengan melibatkan

unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan

BKPM.

. Penetapan

Permen ESDM 25/2015 telah dltetapkan oleh Menteri ESDM pada
tanggal 12 Agustus 2015 sesuai kewenangan Menteri ESDM yang
diatur dalam: e '

- Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Lampiran CC UU 23/2014, yang pada
pokoknya mengatur kewenangan Pemerintah Pusat untuk
menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan mengatur
kewenangan penerbitan perizinan Pemerintah Pusat dalam bidang
energi dan sumber daya mineral;

- Perpres 68/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa
Kementerian ESDM berwenahg menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang pertambangan mineral dan batubara;
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- Perpres 97/2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam
menyelenggarakan PTSP, Kepala BKPM mendapat
pendelegasian éféu pelimpahan dari Menteri teknis/Kepala
Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan
yang merupakan urusan Pemerintah. Pendelegasian atau

~ Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan melalui Peraturan
Menteri teknis/Kepala Lembaga;

- Inpres 4/2015 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada
seluruh kementerian/lembaga untuk mendelegasikan seluruh

\3:1\\ penerbitan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan

P \f‘ penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di BKPM.

;e\,f\/,.; engundangan

/,,_;-,y""Bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 UU 12/2011 jo. Pasal 148 Perpres

’ 87/2014, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan

menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk

peraturan perundang—undéngan setingkat Peraturan Menteri.

Permen ESDM 25/2015 telah diundangkan dalam Berifa Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187 sehingga telah

memenuhi ketentuan.UU 12/2011 dan Perpres 87/2014.‘

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka proses penetapan Permen
ESDM 25/2015 telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. dan
Perpres 87/2014. Mengingat Permen ESDM 25/2015 merupakan
pengaturan yang bersifat nasional dan memiliki dampak eksternalitas
secara nasional dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,
menjaga kedaulatan Negara, dan implementasi hubungan luar negeri;
khususnya terkait dengan penanamah modal asing, maka penetapan
Permen ESDM 25/20151tidak tunduk pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 42
ayat (2) UU 11/2006, Pasal 9 huruf b dan Pasal 13 PP 3/2015 dan Pasal
7 Perpres 75/2008.

Oleh karenanya menjadi layak dan beralasan hukum bagi Yang Mulia

Majelis Hakim Agung untuk menolak Permohonan Pemohon atau
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setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (niet
ontvankelijk verklaard) karena proses penyusunan Permen ESDM
Nomor 25/2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak mengandung cacat formil.
TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PERMEN
ESDM 25/2015 TERHADAP PASAL 18B AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT
(1) UUD NRI 1945, PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 156, PASAL
165 NOMOR 11/2006, PASAL 4 HURUF CC DAN LAMPIRAN CC PP
3/2015.
/;\1 Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan

274 \‘{ \-‘bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan
51’2’ \f’asal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

|

gt“ iy '?’.';‘156 Pasal 165 UU 11/2006 dan Pasal 4 huruf cc dan Lampiran cc PP

215‘;/ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 23/2014, urusan
pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, uruéan
pemerintahah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

3. Lebih lanjut Pasal 13 UU Nomor 23/2014 mengatur bahwa pembagian

urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintahan Pusat, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didasarkan

pada brinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan

strategis nasional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 UU Nomor 23/2014, yang dimaksud

dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab -

penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
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; setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (niet

§ : ontvankelijk verklaard) karena proses penyusunan Permen ESDM
Nomor 25/2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak mengandung cacat formil.
TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL PERMEN
ESDM 25/2015 TERHADAP PASAL 18B AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT
(1) UUD NRI 1945, PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 156, PASAL
165 NOMOR 11/2006, PASAL 4 HURUF CC DAN LAMPIRAN CC PP
3/2015.
’5;’—1::‘:-:1. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan
‘T}"" < f_ \bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan
lf’asal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
& ni 156 Pasal 165 UU 11/2006 dan Pasal 4 huruf cc dan Lampiran cc PP
/3/2015
7 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 23/2014, urusan

pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, .urusan
pemerintahah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

3. Lebih lanjut Pasal ‘13 UU Nomor 23/2014 mengatur bahwa pembagian
urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintahan Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didasarkan
pada brinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan.
strategis nasional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 UU Nomor 23/2014, yang dimaksud
dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang

ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
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Sedangkan yang dimaksud dengan ‘prinsip efisiensi” adalah
penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara
suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, beséran, dan
jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraansuatu Urusan
Pemerintahan.

_-==ne,.Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah

"m A Iy

pA R

,//
//\ \ﬁé{]yelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan

Q.

l
Ji

Ty
-h».»‘-"\ fi

E)e\ imbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,

‘e "_me?Jaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri,
peﬁcapalan program strategis nasional dan pertimbangan lain yang
:’;;tur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.
4. Ber'dasarkan'prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah'Pusat adalah:
a. Urusan pemerintah;n yang lokasinya lintas daerah provinsi atau
lintas Negara;
b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau
lintas Négara;
c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
daerah provinsi atau lintas Negara;
d. Urusan pemerintahan yang pehggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan
nasional.
5. Bahwa didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,
serta kepentingan strategis nasional, maka sesuai ketentuan Pasal 14
UU 23/2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam antara lain bidang energi dan sumber
daya mineral hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Provinsi.
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6. Bahwa sesuai Lampiran CC UU Nomor 23/2014 ditetapkan bahwa

penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal

asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengaturah tersebut
didasarkan pada prinsip:

a. Akuntabilitas dan Eksternalitas

3 Apabila dikaitkah"‘d:engan penanggung jawab penyelenggaraan

urusan Pemerintahan serta luas, besaran, dan jangkauan dampak

yang timbul akibat penyelenggaraansuatu Urusan Pemerintahan,

: ;g‘f,i; \maka kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam

N rapgka penanaman modal asing menjadi kewenangan Pemerintah
)
PuSat

L S 4,

_afgena penanaman modal asing sangat berkaitan erat dengan

TR T
e

’Pemenntah Republik Indonesia dengan Negara-Negara asing.
Dalam BIT tersebut, Negara tujuan investasi berkewajiban untuk
, menciptékan dan membangun iklim investasi yang kondusif, antara
lain dengan memberikan jaminan dan perlindungan investasi
terutama dalam hal kepastian usaha, jaminan keamanan, kepastian
hukum dan penyelesaian perselisihan investasi asing di masing-
masing Negara, sehingga saat ini BIT menjadi sumber hukum
ﬁ internasional yang paling dominan dianggap untuk melindungi
investasi asing khususnya di negara-negara berkembang.
Sampai saat ini, Indonesia telah menandatangani sekitar 66
perjanjian  bilateral dalam bentuk BIT. Namun dalam
pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala/permasalahan
yang mengakibatkan konflik antara Pemerintah Indonesia dengan
Negara penanam modal.
Beberapa contoh kasus yang terjadi sebagai dampak adanya

ketidakpastian hukum antara lain:

a. Gugatan kepada Pemerlntah Republik Indonesia dalam Arbitrase
Internasional oleh Indian Metals Ferro Alloys Limited (IMFA) yaitu

perusahaan India yang merupakan pemegang saham dari PT
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Sumber Rahayu Indah yang merupakan pemegang IUP Batubara

yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur, Kalimantan Selatan.
Gugatan Arbitrase Internasional tersebut diajukan di Permanent
Court Arbitration (PCA) dengan Nomor PCA Case No. AA588:
Indian Metals & Ferro Alloys Limited (India) V. Govefnment of the
Republic of Indonesia dengan alasan tidak adanya kepastian
hukum yaitu PT Sumber Rahayu Indah tidak bisa melakukan
kegiatan usaha pertambangan karena tumpang tindih wilayah
dengan dengan 7 (tujuh) Pemegang [UP lain dan letak IUP PT

/”/—@;\ Sumber Rahayu Indah melewati batas kabupaten, vyaitu

PRl

\” kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong serta melewati

fEci \ AN
N \bq\Fas provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

o~

! d%;/flgan nilai gugatan sebesar 7,7 Triliun Rupiah. Gugatan

Eﬁfrsebut sangat merugikan Pemerintah indonesia atas tindakan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana apabila
Pemerintah Republik Indonesia kalah dalam Arbitrase maka
harus membayar sebesar 7,7 Triliun rupiah yang dikeluarkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
-b. Gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diajukan
oleh Churchill Mining yang berperkara di International Centre for
Settlement of Investment Diéputes (ICSID) karena izin usaha
pertambangannya dicabut oleh Pemerintah Daerah. Dalam kasus
tersébut, penanggurg jawab yang dituntut oleh Churchill Mining
adalah Pemerintah Republik Indonesia dan bukan Pemerintah
Daerah, meskipun yang melakukan pencabutan izin adalah
Bupati Kutai Timur. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah
Republik Indonesia telah terikat dengan BIT dengan Pemerintah
Inggris, sehingga dianggap Pemerintah Republik Indonesia yang
bertanggung ]awab terkait implementasi atas BIT tersebut.
Gugatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara
karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Churchill Mining
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maka Kementerian ESDM telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria terkait dengan penerbitan IUP dalam rangka penanaman

modal asing dalam:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang mengatur bahwa
IlUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka -
penanaman modal asing hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM
(Pemerintah Pusat).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

\ Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang mengatur bahwa

\\

i \gGubernur atau Bupatll\Nahkota sesuai dengan kewenangannya Wajlb

8. Bahwa Pasal 7, Pasal 156 dan pasal 165 UU 11/2006 pada pokoknya

mengatur bahwa pengelolaan surnber daya alam baik di darat maupun di
laut menjadi kewen;;mgan Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa dalam Pasal 156 ayat (6) dan

Pasal 165 ayat (2) UU 11/2006 juga mengatur bahwa pelaksanaan

pengelolaan sumber daya alam berpedoman pada Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berlaku

secara nasional,sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pa!sal 156 UU 11/2006:

(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber |
daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan

usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
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3) ...

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat:

a. membentuk badan usaha milik daerah; dan
b. melakukan penyeﬂrtaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.

(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun
asing. |

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang

\ ditetapkan Pemerintah.

4(7)x1

b ’ga}éal 165 UU 11/2006:

P
"(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan
izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk pernanaman modal
dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impbr dengan
memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara
nasional. v
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya dan berdasarkan norma, standar dan prosedur
yang berlaku nasional berhak memberikan:

~a. izin eksploraSI dan eksploitasi pertambangan umum;

b. ..

@ = 0o a o

@) ...
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.
9. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43,
Pasal 156 sampai dengan Pasal 159, serta Pasal 165 UU Nomor,
11/2006, Pemerintah Provinsi Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batubara (“Qanun Aceh:15/2013").
Sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 15/2013
sebagai berikut:
Pasal 8:
*~‘ A ‘\\'L) IUP diberikan Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan
" \kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

% badan usaha;
/Iil) koperasi; dan

C. perseorangan.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berupa BUMN, atau BUMD, Badan Usaha Swasta Lokal, Nasional.

3) BUMN, Badan Usaha Swasta Nasional harus bermitra dengan BUMD,
Koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta Lokal.

4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat
berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahéan
komanditer.

5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapatkan WIUP.

6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 13:

1) IUPK diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang
diajukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta atau Badan Usaha
Asing. '

2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
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3) Gubernur dalam menetapkan WIUPK untuk Badan Usaha Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan
rekomendasi dari Bupati/VWalikota.

4) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUPK.

5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha
yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu)
WIUPK. | |

6) Ketentuan mengenai penetapan IUPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah terang dan jelas bahwa

modal asing.

Dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Agung bahwa |UP dan

" |UPK adalah dua perizinan yang berbeda. |UP adalah izin untuk

11.

12.

melaksanakan usaha pertambangan di dalam suatu Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP). Sedangkan IUPK adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus/wilayah pertambangan yang berasal dari Wilayah
Pencadangan Negara.

Bahwa mengingat Pemerintah Aceh sendiri telah mengatur bahwa yang
menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam penerbitan perizinan
pertambangan dalam rangka penanaman modal asing hanya penerbitan
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga untuk kewenangan
penerbitan |zin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman
modal asing tunduk pada ketentuan UU Nomor 23/2014 Lampiran CC.
Bahwa kewenangan yang didelegasikan oleh Menteri ESDM kepada
Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 25/2015
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tidak termasuk di dalamnya kewenangan penerbitan Izin Usaha

Pertambangan Khusus
13. Bahwa dapat kami informasikan kepada Majelis Hakim Agung, salah
satu bukti bahwa kewenangan penerbitan lzin Usaha Pertambangan
dalam rangka penanaman modal asing bukan merupakan kewenangan
Pemerintah Aceh adalah dengan diserahkannya Izin Usaha
Pertambangan PT Emas Mineral Murni oleh Bupati Nagan Raya melalui

surat Nomor 545/92/2015 tanggal 19 Januari 2015 hal Penyerahan IUP
Eksplorasi Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA), yang juga

ditembuskan antara lain kepada Gubernur Aceh.
rizinan PT Emas Mineral Murni yang didalilkan oleh PEMOHON pada

% /%//';/’5" "f\ Ri
\ea) alnya diterbitkan oleh Bupati Nagan Raya sejak tahun 2006. Namun
pada tahun 2011 PT Emas Mineral Murni Dberstatus

I
./%;-,
1] \
!
}

I~
i{ }[ & ':dy&imlklan
/9 nanaman modal asmg berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal
# Asing BKPM Nomor 333/1/IP/I/PMA/2011 tanggal 1 Juni 2011.
Bukti lainnya adalah penyerahan [UP PT Linge Mineral Resources oleh
Bupati Aceh Tengah melalui surat Nomor 540/771/2015 tanggél 27 Juni
2015 hal Penyerahan- Dokumen lzin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasidanpenyerahan [UP PT Wanyang Mining Gayo Indo melalui
surat Bupati Gayo Lues Nomor 540/221 tanggal 15 Maret 2016 hal
Penyerahan Dokumen lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi a.n.

PT Wanyang Mining Gayoindo
14, Bahwa selain untuk melaksanakan UUD NRI 1945, UU 25/2007, Perpres
07/2014 dan Inpres 4/2015, penerbitan Permen ESDM .25/2015
bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk memberikan perlakuan
yang sama, mempercepat penanaman modal, menjamin kepastian
hukum, kepastian berusaha, keamanan berusaha, memperpendek
proses pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat
mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau bagi penanam modal
dalam negeri maupun penanam modal asing
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa ketentuan

15. -
Permen ESDM Nomor 25/2015 tidak bertentangan dengan UUD NRI
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1945, UU 11/2006 dan PP Nomor 3/2015 sehingga menjadi layak dan
beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menolak

Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan

Pemohon tidak diterima (niet ontvankelijjk verklaard) karena Permen

ESDM Nomor 25/2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan tidak mengandung cacat materiil.
C. DAMPAK POSITIF PERMEN ESDM 25/2015
1. Bahwa terbitnya Permen ESDM Nomor 25/ 2015 a quo memberikan

manfaat/dampak positif sebagai berikut:

a. Adanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan

mineral dan batubara baik PMDN maupun PMA sehingga

<% meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan

modalnya;

-b. memperpendek proses pelayanan;

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan pasti dan terjangkau; dan
mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

masyarakat.

2. Bahwa dapat Termohon sampalkan kepada Majelis Hakim Agung contoh

permasalahan hukum dan potensi kerugian Negara terkait dengan

penanaman modal asing yaitu:

a.

Gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam Arbitrase
Internasional oleh Indian Metals Ferro Alloys Limited (IMFA) yaitu
perusahaan India yang merupakan pemegang saham dari PT
Sumber Rahayu Indah yang merupakan pemegang |[UP Batubara
yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur, Kalimantan Selatan.
Gugatan Arbitrase Internasional tersebut diajukan di Permanent
Court Arbitration (PCA) dengan Nomor PCA Case No. AA588: Indian
Metals & Ferro Alloys Limited (India) V. Government of the Republic
of Indonesia dengan alasan tidak adanya kepastian hukum yaitu PT
Sumber Rahayu Indah tidak bisa melakukan kegiatan usaha

pertambangan karena tumpang, tindih wilayah dengan dengan 7
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(tujuh) Pemegang IUP lain dan letak IUP PT Sumber Rahayu Indah
melewati batas kabupaten , vyaitu Kabupaten Barito Timur,

Kabupaten Tabalong serta melewati batas provinsi yaitu Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Selatan dengan nilai gugatan sebesar 7,7
Triliun Rupiah. Gugatan tersebut sangat merugikan Pemerintah
Indonesia atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dimana apabila Pemerintah Republik Indonesia kalah dalam
Arbitrase maka harus membayar sebesar 7,7 Triliun rupiah yang
dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

TR D Gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diajukan oleh

jawab yang dituntut oleh Churchill Mining adalah Pemerintah Republik
Indonesia dan bukan Pemerintah Daerah, meskipun yang melakukan

pencabutan izin adalah Bupati Kutai Timur. Hal tersebut terjadi karena
Pemerintah Republik Indonesia telah terikat dengan BIT dengan
Pemerintah Inggris, sehingga dianggap Pemerintah Republik
Indonesia yang bertanggung jawab terkait implementasi atas BIT
tersebut.

Gugatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara karena
tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Churchill Mining sebesar USD
2.000.000.000,00 yang harus ditanggung oleh Pemerintah Republik
Indonesia. ’ :

c. Bahwa berdasarkan contoh gugatan tersebut, maka untuk
ménghindari permasalahan hukum dan menghindari potensi kerugian
negara lebih besar serta untuk memberikan kepercayaan investor
asing untuk meningkatkan investasi di bidang mineral dan batubara
maka berdasarkan pertimbangan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, maka kewenangan
penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman

modal asing menjadj kewenangan Pemerintah Pusat;
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Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Permohonan, (Bukti T-1);

2. Fotokopi: a. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, b. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung, c. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji
- Materiil, (Bukti T-2); |

//HQ\}\ Fotokopi: a. Keputusan Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017
7 ‘\r)tentang Persetujuan Penyesualan Peningkatan Tahap Izin Usaha
~,,.=ertambangan Eksplorasi Menjadi 1zin Usaha Pertambangan Operasi

4 “'4‘.'_7}{"!roduk8| Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk
> ,f' Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni, b. Gugatan Perkara
"~ Nomor 241/G/LH/2018/PTUN JKT, (Bukti T-3);

4. Fotokopi: a. Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945, b. Undang-Undang Nomor
39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, c. Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, (Bukti T-4);

5. Fotokopi Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(Bukti T-5);

{ 6." Fotokopi: a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, c. Undang-:
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Bukti-
T-6); ‘

7. Fotokopi Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28! ayat (2)
UUD NRI 1945, (Bukti T-7);

8. Fotokopi: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, (Bukti T-8);
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9. Fotokopi: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, b. Peraturan .Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ¢. Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman
Modal, (Bukti T-9); A

10. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25

| Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal, (Bukti T-10);

\1‘} Fotokopi: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

, '-fﬁ[‘ }[Daerah b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

4
z'}Aceh c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, (Bukti T-11);

12.Fotokopi Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pertambangan Mineral dan Batubara, (Bukti T-12);

13.Fotokopi: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, b. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2012 tentang Peruhahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangén, C.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan, d. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Bukti
T-13);

14.Fotokopi: a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, b. Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016, (Bukti T-14);

15.Fotokopi: a. Surat Bupati Nagan Raya Nomor 545/92/2015 tanggal 19
Januari 2015 hal Penyerahan IUP Eksplorasi Kegiatan Penanaman
Modal Asing (PMA), b. Surat Bupati Gayo Lues Nomor 540/221 tanggal
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15 Maret 2016 perihal Penyerahan Dokumen Izin Usaha (IUP) Eksplorasi
Pertambangan a.n PT Wanyang Mining Gayoindo, c. Surat Bupati Aceh
Tengah Nomor 540/771/2015 tanggal 27 Juni 2015 perihal Penyerahan
Dokumen lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, d. Surat a.n
Gubernur Aceh, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor
540/BP2T/353/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Penyerahan Dokumen
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi a.an PT Wanyang Mining
Gayoindo, (Bukti T-15);

16. Fotokopi: a. Notice of Dispute to the Gorverment of Republik of Indonesia
(IMFA), b. Arbitration under Bilateral Investment Treaty between the

il ey y r"‘;% .
i \Z16):

i)

g £ “1’ﬁ5§btokopi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang

;zérganisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
</ (Bukti T-17); |
— 18.Fotokopi: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, b. Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, c. Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Peraturan
_Perundang-Undang di Kementerian ESDM (Bukti T-18);
19.Fotokopi: a. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor
1311/04/DJB/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal penyampaian Berita
Acara Serah Terima Pendelegasian Perizinan, b. Surat Kepala Biro
Hukum Kementerian ESDM kepada Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM  Nomor
5816/04/SJH/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Permohonan
Pengundangan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, c. Nota
Dinas Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal Nomor
0646/10/SJH/2015 tanggal 1 Agustus 2015 perihal Rancangan Peraturan
Menteri ESDM tentang Pendelegasian Pemberian Wewenang Perizinan
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bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, d.
Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri ESDM Nomor
0720/30/SJN.H/2015 ta'n'ggal 12 Agustus- 2015 perihal Rancangan
Peraturan Menteri ESDM tentang Pendelegasian Pemberian Wewenang
Perizinan bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal (Bukti T-19),
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak
,;\ff T Ui materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

\\:‘-?‘,“"\ Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak

Ao i
'5

pj} Fnaternl Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
neral Nomor 25 Tahun 2015 tentang PendelegaSIan Wewenang

Penanaman Modal;

|
11 Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan
\\ tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih
; dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi
persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk
mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Paéal 2
ayat (4) Peraturan Mahkamah Aguhg RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak
Uji Materiil;

Menimbang, bahWé-objek permohonan keberatan hak uji materiil
berupa Peraturan Menteri Enefgi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun
2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu
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Satu Pintu Kepada Ke'pala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) merupakan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung
berwanang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pemerintah Provinsi Aceh
yang diwakili oleh Gubernur, sehingga berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf k
Undang-Undang Nomor 11-Tahun 2006 memiliki kedudukan hukum untuk
mewakili Pemerintah Provinsi Aceh baik didalam maupun diluar persidangan.
Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku PIt. GUBERNUR ACEH dalam
kapasitasnya sebagai Pelaksana TUgas Gubernur Aceh, oleh karenanya

P
el

RSy .
.‘?f—"%b\ rtindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Aceh;
4 W\

\\r\\ Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah
A qf;_ dalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan
s‘é;}{égai berikut:

{;f Bahwa terbitnya Permen ESDM, telah mengakibatkan hilangnya

kewenangan khusus dan menimbulkan ketidakpastian hukum
pelaksanaanya bagi Pemerintah Aceh, yang secara atributif diatur dalam
Pasal 156 dan Pasal 165 ayat (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

- Bahwa kewenangan yang di delegasikan oleh Menteri ESDM kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnyé disebut BKPM
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen '
ESDM sebagaimana tersebut di atas, seharusnya untuk wilayah pfovinsi
Aceh, menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 156 dan 165
UU No. 11 Tahun 2006 téntang Pemerintahan Aceh;

- Bahwa selain bertenfangan déngan UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Permen ESDM
tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf ¢, Pasal 4
huruf cc, Pasal 9 huruf b, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di
Aceh, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji
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materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) yang menjadi obyek
permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-
undangan yang lebih tinggi yaitu Undahg-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sttd Undang-
\ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan
~\Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah
\\:.,«Yang Bersifat Nasional di Aceh, Peraturan Presiden Rl Nomor 75 Tahun

I

’f;‘i’OOB tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas
7Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukkan Undang-
4 Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan
Pemerintahan Aceh; _
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas
terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki
legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya

dirugikan atas berlakunya Peraturan yang menjadi obyek permohonan

keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon

mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji
materiil atas Peraturan obyek permohonan keberatan hak uji materiil,
sehihgga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat' 4)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat
(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

_ Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uiji
materiil diajukan»oleh Pemohon yang mempunyai legal standing maka
permohonan a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung
mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil

.Halaman 87 dari 92 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2019



apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan atau

tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian
dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti
yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat
bahwa alasan keberatan--Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan
pertimbangan sebagai berikut: ‘

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Pasal 2,
Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

T

PN AN
//y?,;zifﬂg’\\qerlzman Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka

\
/

\ Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan
el

K_oordmaSI Penanaman Modal, yang pokoknya pelimpahan kewenangan

4

vq;] bidang pertambangan dan Menteri ESDM kepada Kepala BKPM guna
fnendukung pelayanan terpadu satu pintu; '

- Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah siapakah

. yang memiliki kewenangan (sengketa kewenangan) dalam penerbitan
perizinan di bidang pertambangan antara Pemohon (Pemerintah. Provinsi
Aceh) dengan Termohon (Menteri ESDM)?;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat D UUD Tahun 1945
mengatur Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga sebagai kepala
pemerintahan diberikan semua kewenangan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa pelaksanaan semua. kewenangan presiden selaku Kepala
Pemerintahan perlu dilaksanakan dengan cara dilakukan pellmpahan

| kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (baik dengan

. UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya) kepada

‘ . _ Menteri selaku Pembantu Presiden, Daerah (propinsi: Kabupaten/kota,
lembaga negara pelaksana pemerintahan lainnya);

- Bahwa sekalipun kewenangan tersebut sudah dilimpahkan/ diberikan

dapat ditarik kembali/dilaksanakan sendiri oleh pemilik kewenangan
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bilamana pelaksanaan pelimpahan kewenangan kurang maksimal

sebagaimana kehendak pemberi wewenang, sehingga dapat menarik
kembali (Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);
- Penerbitan Peraturan Menteri ESDM objek permohonan keberatan hak
uji materiil @ quo didasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pusat di BKPM,
dipandang sebagai diskresi untuk menjawab tantangan zaman guna
percepatan proses bagi pelayanan masuknya investasi di Indonesia,
P ﬁ,\\x sehingga dapat diambil manfaatnya bagi Pemerintah, pelaku usaha, dan
o Y m\asyarakat yang dapat menikmati hasil dari proses percepatan
i ~ ’[ : ; |nVestaS|
& : B,ahwa tujuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 guna mendukung

optlmallsa3| dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan secara cepat,
;sederhana, transparan dan terintegrasi mulai dari tahap permohonan
sampai dengan -tahap penyelesaian pelayanan perizinan dan non
perizinan terkait dengan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pusat di BKE’M;

- Bahwa dalam perjalanan berlakunya objek permohonan keberatan hak
uji materiil sejak 12 Agustus 2015 pelaksanaan proses perizinan' di
BKPM tidak mengalami permasalahan, yang sekarang menjadi
permohonan pengujian hak uji materiil adalah menyangkut sengketa
kewenangan pejabat dalan penerbitan izin, bukan pelaksanaan

“pelayanan di BKPM, sehingga dapat memperpendek proses
pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah murah,
transparan, pasti dan terjangkau, dan memberikan pelayanan yang
lebih luas kepada masyarakat,

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek permohonan
keberatan hak uji materiil aA quo tidak bertentangan dengai peraturan
yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
- tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
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Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka
Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sttd Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 TaHun 2015
tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh, Peraturan
Presiden RI Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan

p wg x & \Pemberlan Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana
"-'Pe}pbentukkan Undang-Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan -

\,-‘\

lTahgsung Dengan Pemerintahan Aceh) karenanya permohonan keberatan

yang kalah Pemohon dlhuk;lr;l untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat

perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis Hakim Is

Sudaryono, S.H., M.H, dengan pendapat sebagai berikut:

- - Bahwa Provinsi Daerah Istimewa Aceh mempunyai kedudukan khusus
didalam sistem ketatanegaraan kita, Karena itu diundangkanlah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; '

- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut diatur
kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan
Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi

dan pertimbangan Gubernur (Pasal 8 ayat 3). Konsultasi adalah suatu

proses kegiatan komunikasi dalam bentuk. surat menyurat atau -

pertemuan, sedangkan pertimbangan adalah pendapat tertulis dari

Gubernur yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh (lihat PP

. No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian

Pertimbangan ....... Kebijakan Administratif yang berkaitan langsung
dengan Pemerintahan Aceh);

- Bahwa Kebijakan Administratif tersebut dimaksudkan adalah yang

berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, misalnya hal-hal yang
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ditentukan dalam Undang-Undang ini seperti pemekaran wilayah,
pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Aceh;

- Bahwa didalam objek permohonan, yaitu pendelegasian wewenang
pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam
rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal tidak diatur hal-hal yang khusus seperti

e tersebut di atas. Hal tersebut didalam pelaksanaannya akan

.
N
PANY

: ‘menimbulkan keresahan dan benturan kepentingan yang pada akhirnya

kan menimbulkan ketidakpastian hukum;

UBahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Objek Permohonan
“‘/bértentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan harus
/dlbatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam
Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak
tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang, Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Ncmor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah
bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak
permohonan keberatan hak uji materiil dari. Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahuri
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan
lain yang terkait;
MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku Plt. GUBERNUR ACEH tersebut;
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2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh
Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.H., dan Is
Sudaryond, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan
dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.H Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum
ftd.

Is Sudaryono, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

ttd.
: Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Biaya-biaya
1. Meterai .............. Rp 6.000,-
2. Redaksi ............. Rp 10.000,-
3. Administrasi_...... - Rp 984.000,-
Jumlah ... Rp1.000.000,-

Untuk Salinan




